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PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

ABSTRAK
ASRA MOHAMMAD DIAH

Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau khususnya di Unit Pelaksana Teknis Pengawas
Wilayah | dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan juga
Peraturan Menteri bahkan Peraturan gubernur juga ikut mengatur pelaksanaan
fungsi Pengawasan tersebut. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara
langsung kepada informan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau, Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Unit Pelaksana Pengawas Wilayah I,
Pengawas Ketenagakerjaan, Kelompok Buruh, Perusahaan Lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh pengawas ketenagakerjaan di Unit Pelaksana teknis Pengawas Wilayah |
cukup baik akan tetapi masih terdapat kekurangan di mana indikator cukup baik
tersebut terlihat dari standar dan tujuan kebijakan yang ada cukup jelas dan
menyeluruh dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur
dan seterusnya. Indikator yang lain di mana penulis mengatakan bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak
pengawas dengan pihak yang di awasi seperti kelompok serikat buruh dan juga
pihak perusahaan, dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa komunikasi
yang dilakukan oleh pengawas sangatlah bagus. Dan juga pada hal yang cukup
baik ini terlihat dari pembagian kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis
Pengawas Wilayah | cukup baik. Akan tetapi faktor penghambat dalam
Pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan indikator dari teori yang penulis
gunakan seperti sumber daya yang masih sangat minim, hal ini diakui langsung
oleh pelaksana pengawas di lapangan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawas
Wilayah | dan bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau, di mana sumber daya ini menjadi permasalahan yang mengakar di tubuh
organisasi karena di latar belakangi oleh anggaran dan dana yang sangat terbatas.
Dan indikator terakhir yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan fungsi
pengawasan di Wilayah | adalah kondisi ekonomi sosial dan politik, di mana
ketika kondisi politik yang memanas diakibatkan pengesahan Undang-Undang
yang merugikan kelompok buruh, maka kinerja dari pengawas akan bertambah.

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Ketenagakerjaan
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THE IMPLEMENTATION OF LABOR SUPERVISION FUNCTIONS IN
THE DEPARTMENT OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION
GOVERNMENT OF RIAU PROVINCE

ABSTRACT
ASRA MOHAMMAD DIAH

Implementation of the labor inspection function at the Department of Manpower
and Transmigration of Riau Province, especially in the Technical Implementation
Unit for Regional Supervision | is carried out based on applicable laws and also
Ministerial Regulations and even governor regulations also regulate the
implementation of the Supervision function. This research method uses qualitative
research methods as a technique for data collection and direct interviews with
informants, the Head of the Riau Province Manpower and Transmigration Office,
the Head of the Supervision Division, the Head of the Regional Supervisory Unit
I, the Labor Inspector, the Labor Group, and Other Companies. The results
showed that the implementation of the supervisory function carried out by labor
inspectors in the Technical Implementation Unit for Regional Supervision | was
quite good, but there were still deficiencies where the indicators were quite good
as seen from the standards and policy objectives that were quite clear and
comprehensive starting from the Law, Ministerial Regulations, Governor
Regulations and so on. Another indicator in which the writer says that the
implementation of the supervisory function is the communication carried out by
the supervisor with the supervised party such as the labor union group and also the
company, from the results of the research the writer concludes that the
communication carried out by the supervisor is very good. And also in this good
enough thing, it can be seen from the division of work carried out by the
Technical Implementation Unit for Regional Supervision | is quite good.
However, the inhibiting factor in the implementation of the supervisory function
Is in accordance with the indicators of the theory that the author uses such as very
minimal resources, this is recognized directly by the supervisor in the field, the
Head of the Technical Implementation Unit for Regional Supervision | and even
the Head of the Provincial Manpower and Transmigration Office. Riau, where
these resources have become a rooted problem in the organization because of the
background of very limited budgets and funds. And the last indicator that
becomes an inhibiting factor in the implementation of the supervisory function in
Region 1 is the social and political economic conditions, in which when the
political situation is heating up as a result of the passing of a law which is
detrimental to the labor group, the performance of the supervisor will increase.

Keywords: Implementation, Supervision Function, Employment
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan di Indonesia adalah penggerak tata kehidupan ekonomi
dan merupakan sumber daya yang angkanya cukup tinggi. Tingginya angka dan
indikasi ini bisa dilihat pada masih banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia
serta kurang dan minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Tetapi sebagai
Negara berkembang Indonesia saat ini tengah melakukan percepatan
pembangunan di segala bidang dan salah satunya mempunyai peranan penting
yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tentang
ketenagakerjaan.

Tenaga kerja atau pekerja/buruh sebagai pelaku pembangunan dan pelaku
ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai
peranan, kedudukan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian
nasional. Selaku negara berkembang Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat
bahkan daerah membuka jalur investasi bagi perusahaan dalam negeri maupun
perusahaan luar negeri untuk melakukan aktivitas usaha di Indonesia, maka
didalam sebuah perusahaan tersebut dibutuhkan tenaga para pekerja yang biasa di
sebut buruh. Di Indonesia permasalahan buruh dan pekerja ini sangatlah banyak,
karena permasalahan para pekerja atau buruh ini yang bermuara pada masalah
dapur, dan perut manusia itu sendiri maka dari itu permasalahan pekerja atau

buruh juga menjadi permasalahan di berbagai negara di belahan dunia, di



Indonesia sendiri permasalahannya cukup kompleks, mulai dari pekerja anak di
bawah umur, upah atau gaji yang tidak layak, pesangon yang tidak sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, PHK sepihak, pelarangan kebebasan berserikat,
Banyaknya pekerja formal yang belum diikutkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Maka dari itu pemerintah selaku pemegang
kekuasaan teringgi wajib melindungi hak-hak dari pekerja tersebut. Pemerintah
harus membuat kebijakan atau peraturan yang dapat memenuhi semua hak-hak
dari rakyatnya terkhusus para pekerja/buruh. Dimana hak-hak tenaga kerja atau
buruh tersebut terpenuhi dan diatur dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia,
termasuk perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan merupakan hal yang
harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan para tenaga kerja ikut terangkat
dan semua itu harus diikat oleh kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah
Indonesia.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dapat timbul dan terus
berkembangan hingga menjadi rumit sehingga memerlukan penanganan yang
serius, menyeluruh serta berkesinambungan. Dalam proses pembangunan tersebut
akan banyak terjadi indikasi pergeseran nilai atau aturan yang dapat dilanggar
dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi proses pergeseran nilai dan
pelanggaran aturan yang dapat terjadi maka pengawasan ketenagakerjaan sangat
dibutuhkan dalam upaya mencegah, menjaga, serta membantu permasalahan
tenaga kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga langkah-langkah

antisipatif dari para pihak yang berkaitan dapat dilakukan dengan baik.



Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan®
Pengawasan merupakan kegiatan yang dimaknai dalam pelaksanaan tujuan
yang ingin dicapai sehingga penerapan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dapat
dijaga keseimbangannya antara hak dan kewajiban tenaga kerja. Pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan bahwa
tujuannya untuk menjamin pelaksanaan keseimbangan hak-hak dan kewajiban
tenaga kerja. Pelaksanaan tersebut saat ini masih jauh dari harapan atau dengan
kata lain terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan di
lapangan salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengawasan
ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan baik secara kuantitas
maupun kualitas dari aparat pengawasan ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung perusahaan yang bergerak
di bidang industri pengolahan adalah pelaksanaan pengawasan. Handoko
menyatakan pengawasan adalah® Penemuan dan penerapan cara dan peralatan
untuk menjamin rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Tujuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
tidak hanya sekedar untuk menghasilkan komoditi produk semata demi
mendapatkan profit, namun juga untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja
(karyawan) dapat bekerja di tempat kerja yang terorganisir, aman dari kondisi

yang berpotensi ditemukannya bahaya, lingkungan kerja yang sehat sehingga

! Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata cara
Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 6

2 Handoko, Hani. T. 2012. Manajemen. Yogyakarta: BPFEE Halaman 25



dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang secara langsung akan
meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan
ketenagakerjaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dimana tenaga kerja yang diatur dalam Undang-
Undang ketenagakerjaan membatasi dengan tenaga kerja yang berada di
lingkungan pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara, dimana dalam beberapa
hal urusan ketenagakerjaan itu di atur tidak menggunakan Undang-Undang Keten

.agakerjaan melainkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan masa
reformasi ini cukup banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait tentang
ketenagakerjaan, akan tetapi kabijakan yang mencakup banyak aspek tentang
ketenagakerjaan adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, dan pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengeluarkan
peraturan menteri ketenagakerjaan yang pertama hingga tahun 2016
mengeluarkan kembali yang paling terbaru yaitu Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Tidak hanya peraturan menteri ketenagakerjaan yang menjadikan
pengawasan ketenagakerjaan sampai ketingkat daerah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mempengaruhi wewenang dalam
pengawasan ketenagakerjaan Sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut,
semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap Kabupaten dan

Kota, statusnya beralih ke Provinsi, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Menurut



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada
beberapa bidang yang dipindahkan. Salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan.
“Untuk bidang ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai pengawas
ketenagakerjaan saja. Sedangkan, mediator hubungan industrial tetap di kabupaten
/kota”.® Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dalam kedududukan dan susunan
organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah®, sementara itu kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang Tenaga Kerja
dan Transmigrasi°. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dapat menggangkat kelompok jabatan fungsional sesuali
dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialis yang dibutuhkan dan dalam
peraturan Gubernur ini juga menerangkan bahwa sumber-sumber pembiayaan
perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau
dan sumber-sumber lain yang dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangnan®.

* Sudianto, 2019, Pengawasan Ketenagakerjaan, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, Halaman 1

* Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Pasal 2
Ayat 1 Halaman 2

% Ibid, Pasal 6 ayat 1 Halaman 4

® Ibid, pasal 28 ayat 1 dan pasal 30 Halaman 17



Sementara itu untuk menindak lanjuti peraturan sebelumnya Gubernur
Riau mengeluarkan kembali Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau yang bertujuan membagi menjadi 4 wilayah di seluruh
kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yaitu: (1) UPT Pengawas Wilayah I,
Kelas B. Berkedudukan di Kota Pekanbaru, wilayah kerja meliputi Kota
Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu; (2) UPT Pengawas
Wilayah 1, Kelas B. Berkedudukan di Siak Sri Indrapura, wilayah kerja meliputi
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten siak serta Kabupaten Kepulauan Meranti;
(3) UPT Pengawas Wilayah 11, Kelas B. Berkedudukan di Duri, wilayah kerja
meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir serta Kota Dumai; (4)
UPT Pengawas Wilayah IV, Kelas B. Berkedudukan di Rengat, wilayah kerja
meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu serta Kabupaten
Kuantan singing’.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang cukup pesat dalam
perkembangan usaha dan perusahaan baru yang terus muncul di berbagai
kabupaten dan kota, mulai dari usaha yang berskala mikro, kecil, menengah
hingga besar pun sangat banyak di Provinsi Riau ini. Dalam jenis perusahaan atau
usaha itu pun tergolong dari beberapa yaitu, perusahaan pertanian kehutanan dan
perikanan, perusahaan perdaganagn Besar dan eceran, perusahaan industri
pengolahan, perusahaan penyedia akomodasi makan dan minum, perusahaan jasa

pendidikan, perusahaan kontruksi, perusahaan transportasi dan pergudangan, jasa

7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Tenis
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Pasal 2 Halaman 2-3



kesehatan dan kegiatan sosial, perusahaan jasa, jasa keuangan dan asuransi, dan
lain sebagainya. Dalam berbagai jenis perusahaan saja sudah sangat banyak jenis
dan kategori dari suatu perusahaan yang menjalankan usaha.

Berdasarkan observasi awal peneliti angka perusahaan di Provinsi Riau ini
sangatlah banyak, setiap tahun angkanya berubah dan bahkan bertambah, kalau di
angkakan berkisar ratusan ribu lebih perusahaan dari berbagai jenis usaha dan
kategori, termasuk perusahaan yang berskala bersar hingga yang mikro,
sedangkan angka tenaga kerja atau buruh sangatlah tinggi berkisar kurang lebih
tiga juta (£3jt) pekerja khusus provinsi Riau. Untuk melihat angka yang lebih jelas
peneliti tampilkan tabel jumlah perusahaan, tenaga keraja dan nilai produksi pada
perusahaan industri berskala mikro dan kecil di provinsi riau tahun 2018 sebagai
berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Pada

Perusahaan Industri Berskala Mikro dan Kecil di Provinsi
Riau Tahun 2018

No | Kabupaten Jumlah Jumlah Tenaga | Nilai Produksi Pada
/Kota Perusahaan Kerja Pada Industri Mikro dan
[Provinsi Pada Industri Industri Mikro Kecil (Dalam

Mikro dan dan Kecil Rupiah)

Kecil (Dalam Jumlah

Orang)
1 | Kuantan 21.769 10.457 | 1.572.483.715.000
Singingi

2 I'j‘l‘j'lrjg'” 8.842 5600 |  434.686.290.000
3 I':‘i‘firfg'” 8.809 4.508 360.808.200.000
4 | Pelalawan 4.268 2.189 355.494.919.000
5 | Siak 5.212 2.480 315.871.079.000
6 | Kampar 14.831 6.296 1.623.792.992.000
7 | Rokan Hulu 5.945 2.774 355.616.395.000
8 | Bengkalis 12.771 7.094 561.092.561.000
9 | Rokan Hilir 16.643 7.708 1.086.030.524.000




10 | Kepulauan 5.941 3413 |  459.356.613.000
Meranti

11 | Pekanbaru 49.158 21.789 4.009.465.045.000

12 | Dumai 6.845 3.523 329.556.759.000
Provinsi

13 RIAU 161.034 77.876 | 11.464.255.092.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk perusahaan berjenis
industri dan berskala mikro dan kecil saja jumlah perusahan di provinsi riau
mencapai angka 161.034 perusahaan atau usaha, yang dimana Kota Pekanbaru
adalah Kota yang paling banyak jumlah perusahaannya yaitu mencapai angka
49.158 perusahaan atau usaha dan jumlah pekerja di kota pekanbaru yang
bergerak di industri mikro dan kecil saja mencapai angka 21.789 pekerja.

Dilihat dari data tabel diatas dan juga Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2017 Tentang Pembentukan UPT, Kota Pekanbaru termasuk ke UPT
Pengawas Wilayah | dengan Kabupaten Kampar dan juga Kabupaten Rokan Hulu.
Sementara itu untuk jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPT Pengawas
Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2019 berjumlah 12
orang dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Smber Daya Manusia (SDM) pada UPT Pengawasan
Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per

Desember 2019
No Keterangan Jumlah
1. Eselon IV 2 orang
2. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan | 7 orang
3. Fungsional Umum 1 orang
4, Tenaga Honorer 2 orang
Total 12 orang




Sumber : UPT Pengawasan Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau 2019

Jumlah sumberdaya manusia dari UPT Pengawsan Wilayah 1 ini tidak
berbanding lurus dengan jumlah usaha dari gabungan jenis dan skala yang terletak
di wilayah | Provinsi Riau ini. Menurut hasil observasi awala peneliti Sesuai
dengan Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan pada Sensus Ekonomi Provinsi Riau
Tahun 2016 sesuai dengan skala usaha berdasarkan Undang-Undang dan kriteria
yang dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk wilayah kerja Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengawas Wilayah | adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan / Usaha yang Terdaftar pada Sensus Ekonomi
Provinsi Riau di UPT Pengawasan Wilayah | Tahun 2019

Skala Usaha
No | Kabupaten/Kota Jumlah
P Mikro Kecil Menengah | Besar
1. | Pekanbaru 88.431 | 11223 | 4748 296 | 104,698
2. | Kampar 64.668 | 5.779 725 67 71.239
3. Rokan Hulu 38.155 3.940 407 39 42541
Total 191.254 | 20.942 | 5.880 402 218.478

Sumber : UPT Pengawasan Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau 2019

Berdasarkan data diatas UPT Pengawasan wilayah | terdapat 218.478
usaha atau perusahaan, dan yang berskala menengah terdapat 5.880 usaha, dan
yang berskala besar terdapat 402 perusahaan. Dengan jumlah Pengawas
Ketenagakerjaan pada UPT Pengawas Wilayah | sebanyak 7 (tujuh) orang dengan
kewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan sebanyak 5 perusahaan
perbulan (diluar penanganan kasus pengaduan), Pengawas Ketenagakerjaan pada

UPT Pengawas Wilayah | hanya mampu melaksanakan Renja tersebut sebanyak
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420 perusahaan pertahun, dan jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah
perusaahaan yang ada, khusus perusahaan dengan skala menengah dan besar

berjumlah 6.282 perusahaan.

Tabel 1.4 Perkembangan Penyelesaian Kasus Pengaduan di UPTPengawasan
Wilayah | Tahun 2019

No Status Bulan Jumlah
Pengaduan 19592 LTI | RO S lD | 11 | 12

1. | Dalam Proses L AT e TS | (DR e I L8 ( 3 | 7 22

2. | Selesai Gy Tl 7 L0} % AREEEEEES 8 (4 | 2 77

3. | Dialihkan ke - = | HERE - o P - - 11 2
HI/PPNS

4. | Banding R B -l -1 -1-1-1- 1
Kementerian

5. | Tidak Bisa T - SIS ) | § 4 S A - - - 4
Dilanjutkan
Jumlah e 18 1207 | e\ 2ame0nr S8 13 | 7 | 10 106

Perkembangan Penyelesaian Kasus Pengaduan
UPT Pengawas Wilayah I
Tahun 2019
4% 2%

= 1%

® Dalam proses
m Selesai
Tidak bisa dilanjutkan

m Dialihkan ke
Bid.HI/Penyidikan

Gambar 1.1 Persentase Perkembangan Penyelesaian Kasus Pengaduan di
UPT Pengawasan Wilayah | Tahun 2019
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Berdasarkan dua data diatas dapat penulis katakan bahwa dalam
penyelesaian kasus pengaduan kepada Unit Pelaksana Tugas Pengawasan
Wilayah | dari jumlah kasus sebanyak 106 kasus yang terselesaikan adalah 77
kasus. Dimana jumlah kasus yang di selesaikan oleh UPT Pengawasan Wilayah |
hanyalah berdasarkan kasus yang di adukan atau di laporkan kepada UPT
tersebut, kalau dilihat pada tabel 1.4 dimana jumlah perusahaan yang besar dan
perusahan menengah tidak berbanding lurus dengan laporan pengaduan kepada
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah |, dan juga jika dilihat dari tabel 1.2
diman jumlah pengawas juga tidak relevan dengan jumlah pengaduan yang masuk
ke UPT Pengawasan Wilayah | Dinas Tenaga Kerja.

Dengan banyaknya jumlah perusahaan yang ada di UPT Pengawasan
Wilayah | ini tidak berbanding lurus dengan jumlah pengawas yang ada di UPT
Pengawas Wilayah | tersebut. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan, pada Pasal 3 yang menjelaskan tentang fungsi dari
pengawsan ketenagakerjaan adalah: Pasal 3

(1) Pengawasan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan
dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat

Kerja.

(2) Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi:
a. Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan
b. Memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada pengusaha
dan pekerja/burun mengenai hal-hal yang dapat menjamin
efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan; dan

c. Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan
keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai
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bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan fungsi dari pengawasan ketenagakerjaan menurut peraturan
menteri diatas pada keterangan selanjutnya tata cara pengawasan ketenaga kerjaan
ada 3 yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan;®. Dalam pelaksanaan
pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan dilakukan kegiatan seperti:

a. Pembinaan;

b. Pemeriksaan;

c. Pengujian; dan/atau

d. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. '’

Berdasarkan tata cara pengawasan ketenagakerjaan meliputi kegiatan
pembinaan kepada perusahaan ataupun serikat buruh, dan jika ada pengaduan atau
laporan maka pengawas ketenagakerjaan melakukan tugas pemeriksaan, ketika
diperiksa dan telah di uji ternyata melakukan pelanggaran norma maka laporan
akan dilanjutkan ke penyidikan. Begitulah skema kegiatan pengawas
ketenagakerjaan dan menurut data yang peneliti dapatkan diatas bahwa jumlah
personel pengawas sangat sedikit, berbeda dengan jumlah perusahaan yang ada di
wilayah tersebut, jumlahnya sangat banyak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan
besar bagi peneliti sendiri, pastilah banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh
seorang pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan,
karena dengan dilakukannya pengawasan tersebut dapat meminimalisir ketidak

adilan yang dirasakan baik pihak perusahaan dan juga buruh, jika dilihat lebih

dalam lagi pada hari ini buruh di Riau khususnya masih jauh dari kata sejahtera,

® Op-Cit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 Tentang
Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 3

® Ibid Pasal 4

' Ibid Pasal 9
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yang berarti harapan dari pemerintah masih tidak sama dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah
pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmirasi Provinsi Riau khususnya di UPT Pengawasan Wilayah I, karena
diwilayah inilah jumlah perusahaan paling banyak di Provinsi Riau. Dalam hal
pelaksanaan fungsi pengawasan bila dilihat dari konsep implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengakatan implementasi
kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel: (1) Standar dan Tujuan (2) Sumber
daya (3) Karakteristik organisasi pelaksana (4) Sikap para pelaksana / Disposisi
(5) Komunikasi antar organisasi (6) Ekonomi, sosial dan politik

Adapun tujuan dari dibentuknya pengawasan ketenagakerjaan adalah
untuk mengawasi dan mengontrol jalannya roda usaha agar hak-hak dari buruh
dan perusahaan terpenuhi demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial yang akan terpenuhi khususnya dalam ketenagakerjaan
apabila tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma dalam pelaksanaan dunia
industri yang bermuara kepada terpenuhinya hak-hak dari pekerja/buruh seperti
upah yang layak, jaminan kesehatan yang sesuai, keselamatan kerja yang tinggi
dan juga tidak ada lagi pekerja dibawah umur dan lain sebagianya. Dimana peran
pengawas ketenagakerjaan inilah sebagai promotor penegakan hukum yang
berlaku di Indonesia. Maka dengan itu sejalan dengan konsep implementasi
kebijakan dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan permasalahan yang
telah disampaikan diatas peneliti berniat meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan

fungsi pengawasan ketenagakerjaan dengan judul “Pelaksanaan Fungsi
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Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Provinsi Riau”.

1.2 ldentifikasi Masalah

Melalui kegiatan observasi yang dilakuan oleh peneliti dan juga berdasarkan
data-data faktual yang diperoleh dari Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan
Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, bahkan data
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam
hal pengawasan ketenagakerjaan yang mendasari permasalahan ini adalah tidak
sesuai antara harapan dan kenyataan (das sollen-das sain). Adapun masalah yang
diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau maka dibentuklah UPT Pengawas Wilayah |
dengan tujuan menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau dan diharapkan pengawasan ketenagakerjaan
dapat berjalan dengan baik, tetapi kenyataannya masih kurang optimal
pengawasan tersebut dalam berbagai aspek baik itu kuantitas maupun
kualitas dari pengawasan ketenagakerjaan tersebut.

2. Kurangnya koordinasi, arahan serta biaya operasional yang dialami oleh
pengawas ketenagakerjaan tersebut dalam menjalankan tugas atau dinas

luar ke lokasi/ perusahaan yang mengalami permasalahan.
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti
dengan kajian yang lebih mendalam tentang <“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berfokus pada
Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah | Tahun 2019”.

1.3 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT Pengawas Wilayah | Tahun 2019?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Studi UPT Pengawas Wilayah | Tahun 2019?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian

ini adalah:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT Pengawas
Wilayah | Tahun 2019.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau Studi UPT Pengawas Wilayah | Tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian



16

Penelitian ini diharapakan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian

adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

N

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dan juga
ketenagakerjaan.

Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin
melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan,

khususnya kajian ketenagakerjaan.

b. Aspek Praktis

1]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau
masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau.

Sebagai referensi bagi lembaga serikat buruh dan juga

perusahaan-perusahaan.

c. Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama ilmu

pengetahuan dibidang kajian ilmu pemerintahan.
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1.5 Batasan Masalah Penelitian
Penelitian ini menfokuskan terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT Pengawasan




BAB |1

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Penggunaan teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu
penelitian. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam
penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah-
masalah yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yang berkaitan dengan
penelitian. Pada bab ini, peneliti mengkaji beberapa teori yang relevan dengan
permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.

Penelitian mengenai fungsi pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah |
Provinsi Riau ini dikaji dengan menggunakan teori-teori dalam ruang lingkup
ilmu pemerintahan, yaitu teori pengawasan, jurnal penelitian dan sumber lain

sebagainya guna menguatkan dasar empiris pada penelitian ini.

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari
kata kata “perintah” kata “perintah” Menurut C.F Strong Pemerintah mesti
memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami
oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif.* Sedangkan menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

'1C. F Strong dalam. Syafiie Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, halaman. 31
18
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bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar
lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.*?

Sedangkan menurut Rahyunir Rauf mengatakan bahwa “Pemerintahan
adalah organ yang berwenang memproses pelayanan sipil bagi setiap orang
melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan
harapan dari unsur yang diperintah”. Berdasarkan pendapat ahli diatas
pemerintahan adalah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan yang di
mana tujuan dari pemerintahan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, dalam arti sempit pemerintahan itu adalah hubungan
timbal balik anatara yang memerintah dengan yang di perintah, dalam hal ini yang
memerintah adalah pemerintah baik itu daerah dan pusat, dan yang di perintah
adalah masyarakat baik individu maupun kelompok demi tercapainya
kesejahteraan sosial. Termasuk juga dalam permasalahan pengawasan
ketenagakerjaan di mana peran dan fungsi pengawasan ini adalah bentuk
fenomena dari gejala pemerintahan itu sendiri.

2.1.2 Teori Pengawasan
2.1.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk
menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan

7i14

dalam perencanaan. Siagian dalam Syafi mengatakan pengawasan adalah

|bid. Halaman 8

13 Rauf Rahyunir, 2018 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Zanafa Publishing, Pekanbaru,
halaman11

' Syafi’i. 2008. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta. Rineka Cipta Halaman 60
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proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.

Saragih® mengemukakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Reksohadiprodjo*®
menyatakan pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana
agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pendapat lainnya mengenai
pengawasan dikemukakan oleh Hasibuan'’ yang menyatakan pengawasan adalah
kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana
sesuai rencana.

Pada umumnya penyelenggaraan organisasi publik seperti Dinsa Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menjalankan tugas pengawasan
ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan
Usaha yang ada aturan pemerintah didalamnya berjalan sesuai rencana dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
pengawasan adalah kegiatan mengontrol dan mengawasai pelaksanaan kegiatan
agar tercapainya tujauan bersama, dan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai
dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki dengan cara

mengawasi pekerjaan yang dilakukan.

1> Saragih. 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta Raja Grafindo halaman 88

1® Reksohadiprodijo, 2011. Organisasi dan Manajeman Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan
Jakarta. Raja Grafindo Persada Halaman 63

" Hasibuan, Malayu, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara Halaman 154
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2.1.2.2 Tujuan Pengawasan

Dalam instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 menyatakan tujuan
pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan,
kebijakan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
dilakukan oleh atasan langsung'®. Dengan demikian pengawasan dilaksanakan
tidak hanya sesudah kegiatan tetapi dilakukan sejak kegiatan dimulai sehingga
dapat tercipta suatu kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan tugas.

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan yang
dihadapi. Sukarna*’mengemukakan tujuan pengawasan antara lain :

1.  Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan
dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
telah ditentukan.

3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan
program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.

4. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan
apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai
tambahan.

5.  Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur
atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

2.1.2.3 Tipe-Tipe Pengawasan

Adanya pengawasan dapat meminimalisir atau setidak-tidaknya dapat

dikurangi kebocoran-kebocoran, penyelewengan-penyelewengan yang dapat

'8 Supriyono, 2010. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.
Jakarta. Rineka Cipta halaman 160
19 Sukarna, 2008. Teknik Pengawasan Pegawai. Jakarta. Jaya Sakti. Halaman 112
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menggagalkan pembangunan. Handoko® menyatakan terdapat beberapa tipe
pengawasan yang antara lain :

1. Pengawasan Pendahuluan (Freedforward Control)

Bentuk pengawasan pra kerja ini dirancang untuk mengantisipasi
masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan
memungkinkan korelasi dibuat sebelum tahap tertentu diselesaikan.
Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan
mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan
sebelum suatu masalah terjadi.

2. Pengawasan selama kegiatan berlangsung (concurrent control),
Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, dimana
aspek tertentu dari dari suatu prosedur disetujui terlebih dahulu
sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau menjadi semacam
peralatan “Double Check”yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan
suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (feedback control)

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah
ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-
kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat
histories, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

2.1.2.4 Teknik-Teknik Pengawasan
Teknik pengawasan pada dasarnya menerangkan tentang cara
melaksanakan pengawasan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik
pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan
keseluruhan kegiatan organisasi. Sukarna®* menyatakan teknik pengawasan antara
lain :
1. Peninjauan pribadi
adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga
dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan
Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui

laporan lisan yang diberikan bawahan, dilakukan dengan cara
wawancara kepada orang-orang tertentu yang dapat memberi

20 OpCit Handoko, Halaman 361
21 Opcit Halaman 113
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gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang
sesungguhnya yang ingin dicapai bawahan.

3. Pengawasan melalui laporan tertulis
Merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya
mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan
tugas-tugas yang diberikan.

4. Pengawasan melalui hal-hal yang bersifat khusus, didasarkan
kekecualian atau control by exeption
Merupakan sistem atau teknik pengawasan dimana ini ditujukan
kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila
diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa istimewa.

Siagian® mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya dilakukan
dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal
ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang
dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk
inspeksi langsung, On-the-Spot observatiton dan On-the-spot report

2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan
yang disampaikan oleh para bawahan baik tertulis maupun lisan

2.1.2.5 Pengukuran Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan
pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi.
Pandoyo®® merumuskan proses atau langkah-langkah yang dapat digunakan
sebagai indikator dalam proses pengawasan meliputi :

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.
Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Ini tidak lain suatu model
atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah
ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar mengandung arti
sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai
patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang
sudah dikerjakan.

22 Sjagian, Sondang. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta Bumi Aksara halaman 112
2% pandoyo, Hendraman Ranu, 2007. Prinsip Pendisiplinan. Yogyakarta, FE UGM. Halaman 109
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Penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya
dan laporan tertulisnya. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain
: laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang
bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung,
pertemuan/konperensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan,
survei yang dilakukan oleh tenaga staf ahli atas badan tertentu.

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang
ada untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi.
Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi
dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya
terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan,
kemudian menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak

4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang
terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila hasil analisa
menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.
Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar
mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan
bersamaan.

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan didalam melaksanakan
pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses
pengawasan terdiri dari beberapa tindakan langkah pokok yang bersifat
fundamental bagi semua pengawasan menurut Handoko®* :

1. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan
Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar
pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran
yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk
mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini menentukan
pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Beberapa cara melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
a. Pengamatan.
b.  Laporan-laporan baik lisan ataupun tertulis.
c.  Metode-metode otomatis.
d.  Pengujian atau dengan pengambilan sampel.

24 Opcit Handoko
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Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau
standar yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi bila
diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar

mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Sementara Pandoyo® merumuskan proses atau langkah-langkah pengawasan

meliputi:

1.

Menentukan  ukuran atau pedoman baku atau standar.
Pelaksanaan/perencanaan Tahap pertama dalam pengawasan adalah
menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti
sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai
patokan untuk penilaian hasil-hasil

Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang
sudah dikerjakan

Yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat
hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.

Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau
pedoman baku yang telah ditetapkan untuk  mengetahui
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat bekerja.

Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang
terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang
direncanakan. Melakukan tindakan koreksi / perbaikan Bila hasil
analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus
diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.
Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya
dilakukan bersamaan.

Dengan beberapa pendapat dari para ahli tersebut cukuplah jelas, yang

dimaksud dengan proses pengawasan Vaitu serangkaian tindakan dalam

mengadakan pengawasan. Sedangkan langkah awal dari rangkaian tindakan yang

2 1dAd
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tercantum dalam proses pengawasan itu adalah menetapkan standar pengawasan
dan yang dimaksud penyimpangan disini adalah penyimpangan terhadap standar.

Wirawan®®: Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang
berada tingkat pusat, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan pengawasan tersebut meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen organisasi

2. Sumber daya manusia

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan
kesehatan kerja

Keamanan bekerja

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penetapan SMK3
Pengendalian keadaan daruratdan bahaya tempat kerja

Pelaporan dan perbaikan kekurangan

Tindak lajut

w

N ok

Namun pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ikut mengubah wajah pelaksana pengawasan
ketenagakerjaan di daerah yang dulunya sampai di tingkat Pemerintah
Kabupaten/Kota kini hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Provinsi.

2.1.3 Konsep Tenaga Kerja

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan

26 Wirawan, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT. Raja Grafinso Persada. Halaman
437
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informasi  ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan Kkerja, Pelatihan Kkerja,
Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan
dan Kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat
perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan
keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral
pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga
pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa
termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan
ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,

2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

yang sesuai dengan pembangunan nasional,

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraannya, dan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam  pembangunan  ketenagakerjaan, pemerintah  diharapkan
dapatmenyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga
kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan
kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan
yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia
menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga Kkerja
memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam

mencapai tujuan pembnagunan.
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Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang
bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak
menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut
pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia
kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.?’

Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau
penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan
sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah
(pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-lbu yang bukan
wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung
dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua
golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa
untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai
potential labor force.”® Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga
kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka
masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golangan lain-lain sebagai
penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang
bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga
kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi
oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum,

dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat

2" Tambunan.Tenaga Kerja. (Yogyakarta: Bpfe 2002) H. 78

28 Siswanto Sastrohadiwirjo. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.
56
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disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia
15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk

menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Tinjauan Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
2.1.4.1 Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan sejarah

perjalanan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan pemasalahan-permasalahan
ketenagakerjaan, hal ini dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang
diatur bersama-sama lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang maupun
peraturan pemerintah (legislative and bureaucracy policy) seperti:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO
Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and

Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan
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Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun
2005 tentang Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.02/MEN/1/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 39);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang,
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Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 411);

11. Permenaker No. 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;

12. Permenaker No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Menteri dalam Mendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;

15. Peraturan Menteri Ketenakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Peraturan-peraturan tersebut merupakan sebagai upaya nyata pemerintah
sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk memberikan legitimasi atas
perlindungan hak pekerja/buruh. Namun peran pemerintah tidak boleh terhenti
disitu karena perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan
kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus
pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi

pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut pemerintah pusat harus terus
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bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah
sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawasan
ketenagakerjaan harus diselenggarakan sebagai sistem yang berlaku pada semua
tempat kerja di mana Kketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kondisi
kerja, perlindungan dan hak kewajiban pekerja ditegakkan, Pengawasan
ketenagakerjaan harus memastikan adanya fungsi pendidikan dan penegakan
hukum terkait dengan kondisi kerja seperti jam kerja, upah, keamanan, kesehatan
dan kesejahteraan, pekerja anak dan kaum muda dan hal-hal terkait lainnya, dan
mengingatkan otoritas yang kompeten atas setiap kekurangan atau
penyalahgunaan yang tidak dicakup dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Pelaksana dari pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri adalah pegawai
negeri sipil profesional yang memegang jabatan sebagai pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang dijamin dengan hubungan kerja yang stabil dan mandiri dari
perubahan pemerintahan dan pengaruh-pengaruh eksternal yang tidak pantas,
harus berkompeten dan mampu melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan
standar teknis yang tinggi, kualifikasi akademis yang tinggi. Dapat dikatakan
bahwa pengawas ketenagakerjaan adalah penegak hukum di sektor

ketenagakerjaan.
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2.1.4.2 Pembangunan Pengawasan Ketenaga Kerjaan

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
merupakan payung hukum bagi pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka
meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan,
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya serta lebih jauh lagi
melindungi hak-hak dasar pekerja dari mulai kesejahteraan sampai dengan
kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, pembangunan ketenagakerjaan tidak
semata-mata melindungi kepentingan pekerja, melainkan juga kepentingan
pengusaha dan pemerintah.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan
pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan yakni undang-undang
nomor 32 tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, hal ini semakin menegaskan hubungan yang sentralistik
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalam undang-undang nomor
23 tahun 2014 mengklasifikasi urusan pemerintahan menjadi tiga bagian, yakni:
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum?.

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi  kewenangan pemerintah  pusat. Urusan
pemerintahan ini meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

2% Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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2. Urusan pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan
pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat dan Sosial. Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga Kerja,
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan,
lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika,
koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan
dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan
kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan
dan perikanan, pariwisata,pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya

mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
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3. Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan pembagian urusan tersebut di atas, terlihat bahwa
ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar. Meskipun ketenagakerjaan bukan merupakan pelayanan
yang bersifat dasar tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut sebagai sebuah pemenuhan dan
perlindungan hak bagi warga negara. Khusus terkait urusan ketenegakerjaan
tersebut, dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 dilakukan pengklasifikasian
atau pemetaan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan
pemerintahan

Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Pemerintah
Sub Bidang Pemerintah Pusat Daerah Daerah
Provinsi Kabupaten/Kota
Pengawasan a. Penetapan sistem | Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan pengawasan pengawasan
b. Pengelolaan ketenagakerjaan
tenaga pengawas
ketenagakerjaan

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014
Tabel diatas menunjukan bahwa sub bidang pengawasan ketenagakerjaan
hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,

sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk itu.
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Setelah berlakunya undang-undang nomor 23 Tahun 2014, kewenangan
yang ada pada pemerintah pusat adalah penetapan sistem dan pengelolaan
personel sedangkan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah provinsi
adalah  penyelenggaraan  pengawasan  ketenagakerjaan namun  daerah
kabupaten/kota sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun dalam urusan
pengawasan ketenagakerjaan. Sistem ini yang disebut dengan “sentralistik
terbatas”. “Sentralistik™ itu maksudnya terpusat, dan “terbatas” itu maksudnya
dibatasi hanya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah fungsi negara. Hal ini secara implisit
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada alinea keempat. Salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia
adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tugas dan fungsi
itulah yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu yang sering disebut dengan
istilah Urusan Pemerintahan. Pengawas Ketenagakerjaan memiliki peran yang
sangat penting dalam  berjalannya  peraturan  perundang-undangan
ketenagakerjaan, dengan kata lain peran pengawasan ketenagakerjaan adalah
suatu sistem dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berperan untuk meyakinkan
pengusaha mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ditempat
kerja melalui langkah-langkah pembinaan, pencegahan, penasehatan teknis dan
jika diperlukan penegakan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan
sosial dan melindungi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi

pengusaha dan pekerja/buruh, keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga
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kelangsungan usaha dan ketenangan dalam bekerja, yang pada akhirnya akan
meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga Kkerja. Jadi
pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya :

1. Norma ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dipatuhi di tempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan
dan kondisi kerja yang layak;

2. Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai
bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum;

3. Perusahaan mengadopsi tindakan tindakan untuk memastikan praktik
dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka
dalam risiko-risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan; dan

4. Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang
digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam
memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan
mempertimbangkan risiko dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip dan Kewajiban Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjan harus memegang prinsip-prinsip dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, prinsip-prinsip yang memandu
pengawas tenaga kerja adalah™® :

1. Layanan publik. Layanan publik menangani masalah-masalah dan

tantangan-tantangan yang dihadapi pengusaha dan pekerja.

%0 Op-Cit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata
cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 2
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. Akuntabilitas. Staf pengawasan ketenagakerjaan adalah pegawai
negeri yang dijamin hubungan kerjanya dan kemandirian dari pengaruh
eksternal yang tidak pantas, baik secara politis maupun finansial.
Pengawas ketenagakerjaan harus memiliki akuntabilitas atas tindakan
dan kinerja mereka.

Efisiensi dan efektivitas. Prioritas ditetapkan atas dasar kriteria yang
tepat untuk memaksimalkan dampak.

Universalitas. Aspirasi layanan pengawasan ketenagakerjaan adalah
untuk mencapai lingkup yang universal, memperluas peranan dan
aktifitasnya untuk melindungi sebesar mungkin pekerja di seluruh
sektor ekonomi, bahkan pekerja yang diluar hubungan kerja tradisional.
. Transparansi. Pengusaha, pekerja dan pemangku kepentingan lainnya
diinformasikan atas hak-hak dan tugas tugas mereka, apa yang
diharapkan dari mereka menurut undang-undang, dan apa yang dapat
mereka harapkan dari layanan pengawasan ketenagakerjaan.
Konsistensi dan koheren. Dalam urusan pengawasan ketenagakerjaan,
pengawas akan memperlakukan kasus yang serupa dengan cara yang
serupa menurut kondisi yang serupa untuk mencapai tujuan pencegahan
dan kepatuhan yang serupa. Pengawas dalam semua bidang kantor
disediakan panduan untuk pendekatan intervensi yang sama, koheren
dan konsisten, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan, kebijaksanaan

dan penilaian.
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Proporsionalitas. Proporsionalitas berarti mengkaitkan tindakan
penegakan hukum dengan risiko. Penegakan hukum sebanding dengan
keseriusan pelanggaran dan risiko potensial atau nyata terhadap
kesehatan dan keselamatan. Kapasitas kepatuhan perusahaan
diperhitungkan dan cara yang paling sesuai untuk mencapai tujuan
kepatuhan yang sama dipertimbangkan.

Kesetaraan. Perlindungan yang setara bagi semua pekerja sebanding
dengan situasi dijamin oleh undang-undang.

Kerjasama. Staf pengawasan bekerjasama dengan organisasi dan
badan-badan lain untuk menjamin pelaksanaan hukum ketenagakerjaan
diperusahaan. Dalam hal ini termasuk organisasi publik dan swasta
seperti ahli-ahli teknis dan medis, insinyur, lembaga riset, organisasi
pendidikan dan pelatihan, polisi dan otoritas pemadam kebakaran, serta
sistem peradilan, organisasi asuransi dan lain-lain.

Kolaborasi. Staf pengawasan harus berkolaborasi dengan pengusaha
dan pekerja dan organisasi mereka di tingkat nasional, sektoral dan

perusahaan.

Adapun kewajiban-kewajiban pengawas ketenagakerjaan adalah :

1.

Integritas, Kemandirian dan Imparsialitas. Pengawas dilarang
memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung diperusahaan yang
berada di bawah pengawasannya. Kemandirian dan imparsialitas
pengawasan adalah kondisi yang penting jika kedua pihak, pengusaha

dan pekerja, ingin memiliki kepercayaan penuh dalam keobyektifan dan
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netralitas ketika mereka menerapkan hukum. Pengawas harus
mengadopsi standar tertinggi atas integritas profesional, termasuk
serangkaian nilai dan prinsip yang memandu tindakan mereka termasuk
kepercayaan, kejujuran dan kehormatan. Kondisi pelayanan mereka
seharusnya dilindungi dari segala macam bentuk korupsi. Hal ini berarti
adanya larangan untuk menerima hadiah atau layanan dari pengusaha
atau pekerja. Integritas menjamin Kkredibilitas pengawas publik dan
tindakan serta keputusan mereka.

Kerahasiaan profesional. Pengawas tidak boleh mengungkapkan,
bahkan setelah selesai masa tugasnya, setiap rahasia manufaktur atau
komersial atau proses Kkerja, yang mungkin mereka ketahui selama
pelaksanaan tugas-tugasnya. Pengawas umumnya terikat oleh
kerahasiaan karena status mereka sebagai pegawai negeri sipil, sesuali
dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi layanan publik. Kewajiban
ini seringkali dimasukkan dalam kewajiban tertulis yang harus mereka
tanda tangani atau sumpah yang harus mereka ucapkan dalam
melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka berkewajiban menjaga
rahasia, tidak hanya dalam masa hubungan kerja, tetapi juga seumur
hidup. Umumnya, dalam hal pelanggaran kerahasiaan profesional,
pengawas bertanggungjawab atas hukuman disiplin yang berlaku bagi
pegawai negeri, tanpa mengurangi hukuman perdata atau pidana.
Kerahasiaan mengenai sumber keluhan. Para pengawas harus

memperlakukan kerahasiaan secara mutlak, sumber setiap keluhan dan
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tidak boleh memberitahukan kepada pengusaha atau perwakilannya
bahwa kunjungan pengawasan dilakukan sebagai konsekuensi atas
diterimanya keluhan tersebut. Kewajiban ini timbul karena dua alasan
yaitu untuk melindungi pekerja yang membuat keluhan dan untuk
membuat layanan pengawas menjadi lebih efektif. Jika tugas ini tidak
dipatuhi, pekerja akan enggan untuk melaporkan pelanggaran karena
takut kemungkinan mendapatkan balasan dari pengusaha.

4. Profesionalisme dan Kompetensi. Standar profesionalisme yang
tinggi dibutuhkan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Pengusaha dan
pekerja menerima saran dan percaya pada pengawas ketenagakerjaan
jika mereka dianggap profesional dan merupakan badan yang
berkompeten di mana pengusaha dan pekerja bisa belajar darinya..

2.1.4.4 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

Secara konseptual ada dua batasan yang perlu dikemukakan di sini, yakni
istilah “organization” sebagai kata benda dan “organizing” (pengorganisasian)
sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan
secara sistematis. Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang
memiliki siklus kehidupan. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-
masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan mati. Namun agak
berbeda sedikit dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika
siklusnya mulai menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan

dengan lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.
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Taliziduhu®* mengemukakan organisasi publik adalah organisasi yang
didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan
kemasyarakatan. Selain itu, Sutarto®* menyatakan organisasi publik adalah
kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk
pencapaian maksud bersama. Adapun Thoha® mengemukakan organisasi publik
adalah organisasi yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi
kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam
kegiatan operasionalnya.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan betapa pentingnya
organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala
kebijakan/keputusan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial.
Dalam hubungan ini, hakiki organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah®
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Pada dinas atau badan
Daerah Provinsi dapat dibentuk UPTD provinsi untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kriteria
pembentukan UPTD Provinsi meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan

dan menjadi tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya;

3! Taliziduhu, Ndraha. 2011. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta Bina Aksara Halaman 14
%2 Sutarto, 2009. Dasar-dasar Komunikasi Administrasi. Yogyakarta Duta kencana halaman 25

%% Thoha, Miftah. 2008. llmu Administrasi Negera. Jakarta Raja Biro Findo Persada Halaman 58

% peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
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2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat
dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus
menerus;

3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada
masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan;

4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana
dan prasarana;

5. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi
UPTD yang bersangkutan;

6. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan
Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang
tertentu; dan

7. Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Konsultasi Pembentukan UPTD provinsi
sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: *

a. Kajian akademis pembentukan unit pelaksana teknis; dan

b. Analisis rasio belanja pegawai.

% Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
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Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi sebagaimana dimaksud dapat
dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang mana klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Provinsi terdiri atas :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi kelas A untuk

mewadahi beban kerja yang besar; dan

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi kelas B untuk

mewadahi beban kerja yang kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kklasifikasi dan pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Penentuan
Klasifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban
kerja dengan ketentuan :

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Kelas A dibentuk
apabila :

1. Lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih
pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota; dan

2. Jumlah jam kerja efektif 15.000 (lima belas ribu) jam atau lebih per
tahun.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Kelas B dibentuk

apabila :
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1. Lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada
dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya mencakup 1(satu)
kabupaten/kota; dan

2. Jumlah jam kerja efektifantara 6.000 (enam ribu) jam sampai
dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu)jam per tahun.

Gubernur dapat menurunkan tipe Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Provinsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di
daerah. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi sebagaimana
dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau
Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan
Pemerintahan yang diselenggarakan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Provinsi merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya
yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, kordinasi atau sinkronisasi serta
tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud wilayah kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Provinsi dapat melewati batas wilayah administrasi
pemerintahan kabupaten/kota diwilayahnya dan tidak membawahkan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lainnya.

Adapun Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Provinsi adalah :
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1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi
kelas A, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Subbagian tata usaha;
c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi;dan
d. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
2. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi
kelas B, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Subbagian tata usaha;
c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi adalah :
1. Jabatan struktural eselon I11.b atau jabatan administrator, terdiri atas :
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi kelas A; dan
2. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, terdiri atas:
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi kelas
B;dan
b. Kepala subbagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Provinsi kelas A.
3. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas:
Kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi

kelas B;
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Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi dalam
melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi melaksanakan
sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi dalam
melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
satuan organisasi di bawahnya.

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Provinsi dibebankan pada APBD dan APBN serta sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:*

1) Standar dan Tujuan

3¢ Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta Halaman 57
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(2) Sumber daya

(3) Karakteristik organisasi pelaksana
4) Sikap para pelaksana / Disposisi
(5) Komunikasi antar organisasi

(6) Ekonomi, sosial dan politik

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu :

Pertama yaitu ukuran dan tujuan sangat diperlukan karena diinilah dasar
dari seorang pengawas melakukan pengawasan ketenagakerjaan karena ukuran
dan tujuan ini menjadi landasan bagi pengawas melakukan kegiatan-kegiatan
mengawas.

Kedua, sumber daya di dalam buku Agustino adalah, sumber daya
kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang
dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu®'.

Ketiga, keberhasilan Pelaksanaan kebijakan bisa dilihat dari Karakteristik
organisasi pelaksana. Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan target yang diawasi
adalaah perusahaan dan perkerja / buruh maka dari ini faktor ini amat sangat
menentukan dalam suat implementasi kebijakan.

Keempat, Menurut Edward 111, komunikasi kebijakan memiliki beberapa
macam dimensi antara lain: Orders to implement policies must be clear, accurate

and consistent®®. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang

%7 Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Halaman 124
*® AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Halaman 7
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terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo,
bahwa sikap para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma,
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.*® Sikap para pelaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus
dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat
mempengaruhi  keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi
pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, keberhasilan implementasi kebijakan menurut VVan Meter dan
Van Horn dalam Agustino mengatakan sejauh mana lingkungan eksternal ikut
mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan
eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik®’. Ekonomi, sosial dan

politik sangat menentukan hasil dari pelaksaan pengawasan ketenagakerjaan ini.

2.2  Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian atau riset maka sudah seharusnya
peneliti memebandingkan atau mengukur bahkan menguatkan pendapat seseorang
yang lebih dulu meneliti dalam objek material yang sama, dengan demikian
peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang

pengawasan sebagai berikut:

%9 |bid halaman 101
“ Opcit Agustino hal 144
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Peneliti Judul Penelitian Persar_ngan Perbe_dgan
Penelitian penelitian
Rahmi Annisa | Pengawasan Penelitian Rahmi | Sedangkan
Utami Dinas Tenaga Annisa Utami di perbedaaan pada
Kerja dan Serang pada Unit | penelitian ini yang
Transmigrasi Unit | Pengawasan paling mencolok ada
Pengawasan Ketenagakerjaan | pada fokus penelitian
Ketenagakerjaan | Wilayah | sama- | di mana penelitian
Serang Wilayah | | sama berfokus ini berfokus kepada
Tentang pada UPTD peran pengawasan
Keselamatan dan | wilayah yang terhadap
Kesehatan Kerja | menggunakan Keselamatan dan
(K3) Pada metode penelitian | Kesehatan Kerja
PT.Bessfootwear | kualitatif (K3) Pada
inc™ deskriptif. PT.Bessfootwear inc
dan teori yang
digunakan oleh
peneliti adalah
peranan.
Mochamad | Pengaruh Tingkat | Tidak banyak Penelitian ini
Hamdi Pengawasan persamaan yang berfokus pada
Terhadap Kinerja | ada dalam pelaksanaan
Pegawai Dinas penelitian pengawasan yang
Tenaga Kerja dan | Mochamad dilakuakn oleh

Transmigrasi
Provinsi Banten
tahun 2016*

Hamdi ini, karena
dari metode, teori
sudah jauh
berbeda. Adapun
yang bisa terlihat
sama dari
penilitian ini
adalah sama-sama
menjadikan
pengawasan
menjadi objek
penelitian.

pimpinan kepada
bawahan serta
pengaruh
pengawasan terhadap
kinerja pegawai di
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Provinsi Banten.
Tujuan penelitian ini
adalah seberapa
besar pengaruh dari
tingkat pengawasan
terhadap kinaerja
pegawai
DISNAKERTRANS

** Jurnal Rahmi Annisa Utami, 2019 Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit
Pengawasan Ketenagakerjaan Serang Wilayah | Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pada PT.Bessfootwear in Tahun 2019 Fakultas Fisipol Universitas Sultan Ageng Tritayasa

*> Mochamad Hamdi 2016. Pengaruh Tingkat Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2016 Fakultas Fisipol Universitas Sultan

Ageng Tritayasa



51

Provinsi Banten dan
metode yang
digunakan adalah
Deskriptif kuantitatif
dengan teknik
pengambilan sampel
jenuh. Sebanyak 117
pegawai.

Arun
Septianingrum

Pelaksanaan
Pengawasan
Satuan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah
Semarang
Terhadap Tenaga
Kerja Asing di
Kebupaten
Semarang®

Untuk
mewujudkan
pemerataan
kesempatan kerja
antara warga lokal
dan juga TKA
tenaga kerja asing
Dinas tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Kota Semarang
melakukan
pengawasan
terhadap TKA
dengan
memberikan
pembinaan
terhadap
perusahaan dan
juga TKA
tersebut.
Persamaan dari
penelitian ini
sama-sama
memakai
kualitastif
deskriptif sebagai
metode penelitian.

Dalam penelitian
Arun Sptianingrum
ini terlihat beberapa
perbedaan yaitu
penelitian ini
berfokus pada
Tenaga Kerja Asing
yang sangat
menghawatirkan di
kota semarang.

*3 Jurnal Arun Septianingrum, 2015. Pelaksanaan Pengawasan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah Semarang Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kebupaten Semarang. Ilmu Pemerintahan
Universitas Diponegoro Semarang
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2.3 Kerangka Pemikiran

Undang — Undang Nomor 13 tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan Undang — Undang

Nomor 23 tahun 2014
Tentang Pemerintahan
Daerah

A\ 4

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan

A 4

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Y
Implementasi Van Metter Van Horn

Standar dan Tujuan

Sumber daya

Karakteristik organisasi pelaksana
Komunikasi antar organisasi
Sikap para pelaksana / Disposisi
Ekonomi, sosial dan politik

.

Hasil Penelitian

o O SCOT TN =

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2020
Gambar 2.1: Kerangka Pikiran Pelaksanaan Fungsi pengawasan
Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Riau
2.4  Konsep Operasional dan Operasional Variabel
2.4.1 Konsep Operasional
Konsep operasional adalah suatu batasan penelitian terhadap faktor atau

variabel yang digunakan ada dalam objek penelitian. Adapun yang dijadikan

sebagai konsep dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi.
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Variabel utama dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Ketenagakerjaan Pada Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi

Riau sesuai dengan teori implementasi menurut Van Metter Van Horn yaitu:

1.

Pelakasanaan aksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,
implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap
siap.

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan

Standar/Ukuran dan tujuan kebijakan adalah kebijakan pemerintah seperti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun
2016 Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan
Juga Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pembentukan
UPTD.

Sumber daya dalam penelitian ini dalah kuantitas dari sarana dan
prasarana maupun kualitas dari pelaksana itu sendiri.

Karakteristik pelaksana organisasi pelaksana dalam pengawasan

ketenagakerjaan adalah adanya Standar Operasional (SOP) yang jelas.
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7. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

pengawasan ketenagakerjaan yaitu komunikasi antara pengawas dengan

perusahaan dan juga dengan serikat buruh..

8. Sikap para pelaksana dalam melakukan pengawasan harus mempunyai

kompetensi dibidangnya dan pengalaman kerja yang baik serta tingkat

pendidikan yang bagus.

9. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam penilitian ini

kondisi yang dimaksud adalah kondisi dinamika politik yang tidak

kondusif.

2.4.2

Operasional variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2.4 Operasional Variabel

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
Pelaksanaan atau | Pelaksanaan 1. Standar dan a. Memiliki ukuran
Implementasi Fungsi Tujuan yang jelas seperti
oleh Van Metter | Pengawasan adanya peraturan
van Horn adalah | Ketenagakerjaan meneteri dan
tindakan-tindakan | Pada Dinas seterusnya
yang dilakukan Tenaga Kerja b. Di dalam

baik oleh
individu-individu
atau pejabat-
pejabat atau
kelompok-
kelompok
pemerintah atau
swasta yang
diarahkan pada
tercapainya
tujuan-tujuan
yang telah
digariskan dalam

dan
Transmigrasi
Pemerintah
Provinsi Riau

peraturan seperti
peraturan menteri
dan peraturan
gubernur terdapat
tujuan yang jelas

2. Sumber Daya

o0 o

Manusia
Keuangan
Akses
Sarana

3. Karakteristik
Pelaksana

Pembagian kerja
yang jelas
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keputusan
kebijakan.

b. Adanya Standar
Operasional
Prosedural (SOP)
Komunikasi a. Adanya pesan
atau informasi
b. Adanya
Komunikator
c. Adanya media
penyaluran
informasi
d. Adanya
Komunikan
. Sikap a. pendidikan,
pelaksana b. Pengalaman Kerja
c. Kompetensi
. Ekonomi, a. Interaksi sosial
Sosial dan yang terganggu
Politik b. Politik yang
memanas
c. Ekonomi yang

tidak stabil




BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1  Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis Program Magister
[Imu-limu  Sosial Bidang kajian Utama Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan
fenomena-fenomena dan juga masalah-masalah yang telah peneliti jelaskan di
latar belakang masalah tesis ini, pengawasan ketenagakerjaan khususnya di unit
pelaksanaan teknis pengawasan wilayah | Provinsi Riau masih belum berjalan
maksimal sesuai dengan rencana Kkerja tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau.

Oleh karena itu peneliti menjadikan pelaksanaan fungsi pengawas
ketenagakerjaan sebagai subjek dari penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau: Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas
Wilayah | Provinsi Riau, Pengawas Ketenagakerjaan Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas Wilayah I, beberapa perusahaan yang ada di Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas wilayah | Provinsi Riau, dan juga beberapa kelompok atau serikat

buruh yang ada di Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah I Provinsi Riau.

3.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif, dalam hal metode penelitian kualitatif, Steven Dukeshire & Jennifer

56
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Thurlow® mengatakan penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan
angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode
penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya,

informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang dipecahkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan lebih
tepatnya di Unit Pelaksanaan Teknis Wilayah | Provinsi Riau. Alasan pemilihan
lokasi penelitian ini adalah karena pelaksanaan pengawasan di unit pelaksanaan
teknis pengawasan wilayah | ini terdapat 3 kabupaten kota yang memiliki jumlah

perusahaan paling banyak di Provinsi Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan
atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas,
akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang
dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No Informan Nama Usia | Pendidikan Jabatan
Penelitian
i Kepala Dinas Tenaga Kerja
1 H. Jonli, .S'SOS’ oS S2 dan Transmigrasi Provinsi
M.Si Tahun .
Riau
Key Drs. Imron 55 Kepala Bidang Pengawas
2 Informan Rosyadi SH,MH S2 Dinas Tenaga Kerja dan
Tahun S AR
Transmigrasi Provinsi Riau
3 Ridha Dedi 52 52 Kepala Unit Pelaksanaan
Saputra, SE, MM | Tahun Teknis Pengawas Wilayah |

*2 Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow, 2002. (dalam Sugiyono 2018 Metode Penelitian Evaluasi
Alfabeta Bandung Halaman 205
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Provinsi Riau.

Kasi Pengawas Norma Kerja

50 dan Jamsos, Perempuan dan
4 M. Mustafa, S.Sos Tahun St Anak Teknis Pengawas
Wilayah |
50 Kasi Pengawas Norma Kerja
5 Surya Mart, SE ol K3 Teknis Pengawas
Tahun .
Wilayah |
. 50 Kasi Penegakan Hukum
6 Sz SELA Tahun = Teknis Pengawas Wilayah |
50 Pengawas Ketenagakerjaan
7 H. Kabul, SS Sl Unit Pelaksanaan Teknis
Tahun )
Pengawas Wilayah |
45 Pengawas Ketenagakerjaan
8 Armunanda, SH Sl Unit Pelaksanaan Teknis
Tahun )
Informan Pengawas Wilayah |
Utama Rice Rozalia 40 Pengawas Ketenagakerjaan
9 y S2 Unit Pelaksanaan Teknis
STTP.,M.Si Tahun )
Pengawas Wilayah |
59 Pengawas Ketenagakerjaan
10 Ir. Zulkatin =1 Unit Pelaksanaan Teknis
Tahun )
Pengawas Wilayah |
38 Pengawas Ketenagakerjaan
11 M. Faisal, SE Tahun S1 Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas Wilayah |
. Pengawas Ketenagakerjaan
12 prede Bl & S1 Unit Pelaksanaan Teknis
S.Sos Tahun )
Pengawas Wilayah |
34 Pengawas Ketenagakerjaan
13 Maksum, S.Sos b Unit Pelaksanaan Teknis
Tahun :
Pengawas Wilayah |
. Pengawas Ketenagakerjaan
14 Setya Sapry £ S2 Unit Pelaksanaan Teknis
SH.,MH Tahun )
Pengawas Wilayah |
PT MITRA
15 | Informan | PRAMITRA PERUSAHAAN
Tambahan | MEDIKA
16 APINDO Kelompok atau serikat buruh

Catatan: Data Olahan Penulis 2020
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3.5  Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah yang berhubungan dengan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau seperti:

1. Data  Primer; yaitu datayang diperoleh  langsung dari
responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi
penelitian dengan cara hasil pertemuan face to face (tatap muka). Data
primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan permasalahan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.

2. Data Sekunder; adalah merupakan data yang didapat dari berbagai
sumber di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau dan juga Unit Pelaksana Teknis Wilayah | Provinsi Riau yaitu
berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip yang disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian.

3.6  Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian. Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai
seting, berbagai sumber dan berbagai cara.*®
a. Teknik Observasi
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan

*3 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung,
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yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering
dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-
benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh
(benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas™.
b. Teknik Dokumentasi
Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk dokumen
tulisan yang berupa monografi, peraturan dan kebijakan pemerintah
terkait mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.
c. Teknik Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3.7  Teknik Analisa Data

Spradley®™ menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun,
adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara
sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan
hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.
Berdasarkan hal tersebut sugiyono*® menyimpulkan bahwa analisis data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

#4 Nasution,1988.(dalam Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif Alfabeta Bandung
halaman 64)

“ Sprdley,1980. (dalam Ibid Halaman 89)

*® Ibid



61

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri

maupun orang lain.

\\
—> REDUKSI N SIMPULAN :
DATA VERIFIKASI

Sumber : Miles and Huberman®’

Gambar 3.1 Komponen — Komponen Analisis Data : Model Interkatif

3.8 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan : Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas,
jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis
meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

*" Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1984. (dalam Ibid Halaman 92)
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Kajian Kepustakaan : Dalam bab ini di kemukakan dengan umum,
ringkas, jelas dan objektif tentang kajian pustaka dan penelitian
terdahulu  kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep
operasional dan operasional variabel.

Dalam bab ini diuraikan tentang : Objek Penelitian, Metode Penelitian,
Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penarikan Informan,
Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis

Data, Rancangan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian

BAB IV Dalam bab ini diuraikan tentang : hasil penelitian dan pembahasan

BAB V

Dalam bab ini diuraikan tentang : kesimpulan dan saran

3.9 Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai fungsi pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau seperti yang akan dijelaskan pada

tabel 3.1 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

Bulan/ Minggu Ke
No Jenis Kediatan Mei Juni Juli Desember
' g 2020 2020 2020 2020
112 (3 (412 |3|4|1|2|3|4|1]|2]|3
Persiapan dan
1. |Penyusunan Usulan X | X[ X|X
Penelitian
2 Semlr)qusuIan X
Penelitian
3. |Riset X | X
Penelitian Lapangan X | X
5 Pengolahan dan Analisis % | x| x
Data
6. Koqsulta3| Bimbingan x| x x| x|x
Tesis
7. |Ujian Tesis

Catatan: Data Olahan Penulis 2020




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Riau
4.1.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang
artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja
Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah
Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung
Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya
di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura
(1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-
1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang
Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat
No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun
1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun
waktu 6 tahun 17 November 1952 s/ d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958
No0.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi
Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam

Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri

63
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Dalam Negeri No. Desember / | / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru
menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.
4.1.1.2 Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada
jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang
terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan
ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai
dari 01°05'00 " Lintang Selatan sampai 02 °25'00 " Lintang Utara dan
100 °00'00 " hingga 105°05'00 " Bujur Timur dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut.

o Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

o Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

o Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat

e Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan
hingga Selat Malaka dengan luas wilayah + 8.915.016 Ha. Indragiri hilir
merupakan kabupaten yng memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas
wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.
Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang dianggap penting 4
sungai yang penting untuk prasarsana terkait dengan antara 6 meter hingga 12
meter, yaitu:

e Sungai Siak (300 Km) dengan keam 8 - 12 m,

e Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
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e Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m

e dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Sungai-
sungai ini membelah dari bukit tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke
Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara
maksimum antara 35,1 ° C dan suhu minimum antara 21,8 ° C. Wilayah Provinsi
Riau tergolong dalam kelompok tidak mudah terbakar dengan Indeks potensi
membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi
Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat
bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan

Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Riau

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah bidang tenaga kerja, transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana Pemerintan Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang barada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
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daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang tenaga
kerja, transmigrasi serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan
wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil
Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.”
Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Visi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Riau “Terwujudnya
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri,
Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi Kependudukan yang
Tertib” Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan Lapangan
Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam
Segala Aspek.
5. Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan
Dialogis.
6. Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan
dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan  Pengawasan  Norma  Ketenagakerjaan, Kesehatan
Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya

Iklim Investasi yang Kondusif.

%0 Disnakertrans@riau.go.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 15 November 2020, pukul 13.05
wIB
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8. Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan
Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta
Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju
Desa Maju, Mandiri dan Produktif.

Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Menuju Tertib Administrasi Kependudukan
4.1.2.1 Tujuan dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Riau
A Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai
tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan,
serta melaksanakan tugas-tugas lain diberikan Gubernur. Kepala Dinas
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3,
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan
fungsi :

a. Merumuskan Kebijaksanaan;

b. Pengambilan Keputusan;

c. Perencanaan;

d. Pengorganisasian;

e. Pelayanan Umum dan Teknis;

f. Pengendalian/Pengerahan/Pembinaan dan Bimbingan/Pelatihan
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g. Pengawasan;
h. Pemantauan dan Evaluasi;
i. Pelaksanaan Lapangan;
j. Pembiayaan;
k. Penelitian dan Pengkajian;
I. Pelaporan.
B. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan  mengendalikan  kegiatan administrasi  umum,
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat,
hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan. Sekretaris berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol ;
d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan;
e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana dan
mengkoordinasikannya dengan biro hukum, organisasi dan tata laksana

g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:
a. Sub Bagian Bina Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program;
b. Melaksanakan pengelolaan data;
c. Melaksanakan perencanaan program;
d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;
e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
g. Melaksanakan penyusunan laporan;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan ke protokolan;
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Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai
penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun,
peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat,
DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan,
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar,
pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga
fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja,
hukum, organisasi, tata laksana, keamanan dan tugas umum dan tata
usaha kepegawaian lainnya;

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum,
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas Tenaga Kerja
dan transmigrasi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
pegawai;

Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan;

Melakukan penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan

perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset
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dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang
inventaris;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.*
C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai pekerjaan dan
kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, informasi ketenagakerjaan dan
penempatan tenaga Kkerja. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala
Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan perumusan Kebijaksanaan Pelatihan, Informasi
Ketenagakerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja
b. Melaksanakan pengambilan Keputusan di bidang Pelatihan, Informasi
Ketenagakerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
c. Melaksanakan perencanaan Kegiatan dan Program Pelatihan dan
Produktivitas;
d. Melaksanakan pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelatihan dan
Produktivitas;
e. Melaksanakan pelayanan Umum dan Teknis di bidang Pelatihan dan
Produktivitas;
f. Melaksanakan pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan

Program/Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas;

81 peraturan Gubernur Riau Nomor : 33 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, him. 3
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Melaksanakan pengawasan Program serta Kegiatan Pelatihan dan

Produktivitas;

Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi Program serta Kegiatan

Pelatihan dan Produktivitas

Melaksanakan pelaksanaan lapangan Program serta Kegiatan Pelatihan

dan Produktivitas;

Melaksanakan pembiayaan Program serta Kegiatan Pelatihan dan

Produktivitas;

Melaksanakan penelitian dan Pengkajian Program/Kegiatan Pelatihan

dan Produktivitas;

Melaksanakan pelaporan Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

a. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

b. Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja;

c. Seksi Informasi dan Perluasan kerja.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. Merencanakan program pengembangan dan  peningkatan
produktivitas di kalangan Tenaga Kerja Formal, Informal serta

masyarakat;
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Melaksanakan  program  pengembangan dan peningkatan
produktivitas di kalangan Tenaga Kerja Formal, Informal serta
masyarakat;

Mengidentifikasi dan menyusun rencana anggaran program
peningkatan produktivitas baik berupa pelatihan maupun
bimbingan konsultasi;

Melakukan sosialisasi produktivitas melalui media cetak/media
massa, workshop, seminar, diskusi terbatas dan saluran informasi
lainnya;

Mengadakan identifikasi dan pemetaan potensi daerah;

Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap Usaha Kecil dan
Menengah di daerah;

Melakukan pembinaan dan konsultasi Produktivitas terhadap
Tenaga Kerja dan Manajemen di kalangan industri, BUMD dan
BUMN;

Melaksanakan  penyuluhan  Kewirausahaan di  kalangan
Pelajar/Mahasiswa, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah serta
masyarakat umum;

Melakukan  pengembangan  program  pengembangan  dan
peningkatan produktivitas;

Melakukan pengukuran produktivitas sektoral dan regional;
Melakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan;

Melaksanakan pendampingan usaha bagi pelaku UKM
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m. Melaksanakan tugas pelayanan umum dan teknis di bidang

n.

0.

pelatihan dan produktivitas sesuai dengan sifat dan keperluannya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

Kepala Seksi Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja mempunyai

tugas:

a.

Merencanakan program pengembangan dan peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja;

Menyusun rencana strategis bidang pelatihan dan produktivitas;
Mengembangkan kerja sama kepada lembaga yang bergerak dalam
bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di dalam
maupun di luar negeri;

Menyusun dan mengembangkan pola-pola peningkatan kualitas
sumber daya manusia agar mempunyai kompetensi yang bisa
diterima oleh dunia kerja;

Mengidentifikasi lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ada di
daerah;

Melaksanakan akreditasi dan sertifikasi kepada lembaga latihan
baik pemerintah maupun swasta;

Menyusun pedoman teknis uji kompetensi tenaga kerja;
Melaksanakan uji kompetensi kepada lulusan lembaga-lembaga

latihan baik pemerintah maupun swasta
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Menerbitkan surat bukti kompetensi kepada tenaga kerja/calon
tenaga kerja yang telah lulus uji kompetensi;

Melakukan registrasi kepada tenaga kerja yang telah mendapat
surat bukti kompetensi;

Menyusun data base tenaga ahli di daerah;

Menyusun dan mensosialisasikan buku petunjuk pemagangan
kerja;

Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang penempatan peserta
magang baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Melaksanakan seleksi terhadap peserta yang akan mengikuti
program magang;

Memonitor dan melaksanakan program pendampingan kepada
peserta program magang;

Melaksanakan tugas pelayanan umum dan teknis di bidang
pelatihan dan produktivitas sesuai dengan sifat dan keperluannya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

3) Kepala Seksi Informasi Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas:

a.

b.

Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk
kepentingan pembuatan perencanaan tenaga kerja;
Membuat perencanaan tenaga kerja daerah (makro) di tingkat

Provinsi Riau;
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Mensupersivi dan memberikan konsultasi kepada kabupaten/kota
untuk membuat perencanaan tenaga kerja daerah (makro);
Mensupervisi dan memberikan konsultasi kepada lembaga/
perusahaan yang akan membuat perencanaan tenaga kerja mikro;
Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan
informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja
(informasi Pasar kerja);

Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan
informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga
pelatihan, instansi pemerintah dan Swasta;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan
lowongan kerja dari kabupaten/kota dan Perusahaan Swasta;
Menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala
Propinsi;

Menyiapkan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa
jabatan dan bimbingan jabatan serta penyebarluasan informasi
jabatan;

Melakukan penyuluhan jabatan dan pengembangan sarana
penyuluhan, bimbingan jabatan pada Instansi Pemerintah, BUMN
dan perusahaan swasta;

Menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat
melalui media cetak, elektronik, anjungan informasi dan daring

sistem;
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l.  Menganalisa data ketenagakerjaan untuk bahan laporan mingguan,
bulanan dan tahunan dan bahan sajian informasi kepada
masyarakat;

m. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan sampling data
ketenagakerjaan untuk pembuatan profil ketenagakerjaan®?

D. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari;
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengkajian, pembinaan
dan pengembangan hubungan kerja (pekerja, majikan, pemerintah), menampung
dan membantu penyelesaian masalah perburuhan di daerah. Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala
Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan perumusan Kebijaksanaan di bidang hubungan
industrial dan persyaratan kerja;
b. Melaksanakan pengambilan Keputusan Kebijaksanaan di bidang
hubungan industrial dan persyaratan kerja;
c. Melaksanakan perencanaan Kegiatan dan Program hubungan industrial

dan persyaratan kerja;
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Melaksanakan pengorganisasian Program kegiatan hubungan industrial
dan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

Melaksanakan pelayanan umum dan teknis di bidang hubungan
industrial dan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;

Melaksanakan pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
Program/Kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan
perselisihan hubungan industrial;

Melaksanakan pengawasan Program Kegiatan hubungan industrial,
persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan hubungan
industrial, persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial
Melaksanakan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial;
Melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap program/kegiatan
hubungan industrial, persyaratan kerja dan perselisihan hubungan
industrial;

Pelaporan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan
perselisihan hubungan industrial

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari:

1.

2.

Seksi Persyaratan Kerja,

Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial,
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3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial,
(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas:

a. Fasilitas penyusunan serta pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang skala berlakunya
lebih dari satu kab/Kota di Provinsi Riau;

b. Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara pemberi
kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala
berlakunya lebih dari satu Kab/Kota di Provinsi Riau;

c. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu
Kab/Kota di Provinsi Riau;

d. Penyusunan dan penetapan Upah Minimum Provinsi, Kab/Kota
dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di
bidang Ketenagakerjaan;

e. Koordinasi pembinaan dan pengembangan kepesertaan Jamsostek;

f. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan penyelenggaraan fasilitas
dan kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja pada perusahaan skala
provinsi;

g. Pembentukan Dewan Pengupahan Skala Provinsi dan pembinaan

Dewan Pengupahan Kab/Kota
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Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

2) Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial

mempunyai tugas:

a.

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan skala provinsi;

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan lembaga penyelesaian
perselisihan di luar pengadilan provinsi;

Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator,
arbiter dan konsiliator di provinsi;

Pendaftaran dan seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial yang wilayahnya meliputi provinsi;
Penyusunan dan efektifitas fungsi Tim Deteksi Dini skala
provinsi;

Pembuatan Peta Kerawanan Hubungan Industrial,

Memberikan  petunjuk  teknis  penyelesaian  perselisihan,
pemogokan/unjuk rasa dan penutupan perusahaan skala provinsi;
Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisihan Hubungan
Industrial yang belum dan telah diselesaikan Mediator dan pada
Pengadilan Hubungan Industrial skala provinsi dan Kab/Kota se

Provinsi Riau;
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Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas

Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3) Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial mempunyai tugas:

a.

Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku
hubungan industrial skala provinsi;

Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/
Serikat Buruh skala provinsi;

Koordinasi hasil pencatatan Organisasi Pengusaha dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga
ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi;
Pembentukan dan pelaksanaan sidang-sidang sekretariat Lembaga
Kerja sama Tripartit dan sidang anggota Lembaga Kerja sama
Tripartit Provinsi;

Pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit pada perusahaan
skala provinsi;

Pembinaan dan pelaksanaan Program keluarga Berencana (KB)
bagi pekerja/buruh pada perusahaan skala provinsi bekerja sama
dengan Instansi terkait;

Melakukan pembinaan sarana-sarana Lembaga Hubungan

Industrial bagi pekerja/buruh dan pengusaha skala provinsi;
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h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang®®

E. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

Bidang pengawasan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pada seksi pengawasan norma ketenagakerjaan, seksi

pengawasan keselamatan atau kesehatan kerja dan seksi penegakan hukum

ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,

Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyelenggaraan perencanaan pada seksi pengawasan norma
ketenagakerjaan, seksi pengawasan keselamatan atau kesehatan kerja
dan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan  koordinasi dan  fasilitasi dalam  rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada seksi pengawasan keselamatan
atau kesehatan kerja dan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.
Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan atau
kesehatan kerja dan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.
Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;

2. Seksi Pengawasan Keselamatan/Kesehatan Kerja;

3. Seksi Penegakan Hukum.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas

pokok  menyelanggarakan urusan pengawasan norma

ketenagakerjaan. Rincian tugas pokok seksi pengawasan norma

ketenagakerjaan :

a.

Merencanakan program Kkegiatan per tahun anggaran seksi
pengawasan norma ketenagakerjaan berdasarkan tugas, fungsi
dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas
pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas.

Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan
hasil kerja.

Menilai Kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
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Menghimpun dam mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan seksi pengawasan norma
ketenagakerjaan  secara  rutin  maupun berkala  untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala bidang
pengawasan dan ketenagakerjaan tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang
tugas dan pokok seksi pengawasan norma ketenagakerjaan secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi
pengawasan norma ketenagakerjaan berdasarkan disposisi atasan
agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan

Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kegiatan sesuai dengan bidang tugas pokok
pada seksi pengawasan norma ketenagakerjaan.

Menyusun jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pemeriksaan di perusahaan

atau di tempat kerja.
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Melaksanakan pembinaan pada perusahaan, organisasi, pekerja
dan pengarah terhadap tenaga kerja tentang hak dan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

. Melaksanakan  monitoring  kegiatan proses penerimaan,
penempatan dan pelatihan, tenaga kerja pada perusahaan untuk
mengetahui pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.

. Menjalin hubungan kerja sama dengan instansi terkait dengan
rangka pengawasan dan penegakan hukum.

. Memberikan informasi kepada pencari Kkerja, pimpinan
perusahaan, instansi pemerintah, dan BUMN tentang lowongan
pekerja yang ada dan memberikan saran untuk mengikuti
pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

. Melaksanakan penyuluhan kepada perusahaan serikat pekerja/
serikat buruh, lembaga swasta tentang pelaksanaan norma
ketenagakerjaan.

Melaksanakan penegakan hukum (Loe Enforcement) terhadap
pelanggaran peraturan ketenagakerjaan oleh PPNS dan
penanganan kasus/ penyelidikan terhadap pengusaha yang
melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.

Mengevaluasi  hasil kegiatan per tahun anggaran seksi
pengawasan norma ketenagakerjaan berdasarkan capaian

pelaksana kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
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Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan seksi pengawasan
norma ketenagakerjaan kepada kepala bidang bidang pengawasan
dan  ketenagakerjaan  secara  periodik  sebagai  bahan
pertanggungjawaban.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2) Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan Atau Kesehatan Kerja,

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pengawasan

keselamatan dan kesehatan kerja. Rincian tugas pokok seksi

pengawasan keselamatan/ kesehatan kerja :

a.

Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi
pengawasan keselamatan atau kesehatan kerja berdasarkan tugas
fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas
pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas.

Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan
hasil kerja,

Menilai kinerja bahwa berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
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Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan seksi pengawasan keselamatan
dan kesehatan Kkerja secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
Memberikan saran pertimbangan kepada bidang pengawasan dan
ketenagakerjaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang
perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif
pilihan sebagai pengambil keputusan.

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang
tugas pokok seksi pengawasan keselamatan kesehatan kerja
secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah.

Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seks
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta
evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada seksi
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menyusun rencana kerja pemerikasaan pengujian terhadap
perusahaan dan objek pengawasan penerapan norma keselamatan

kerja.
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I.  Melaksanakan penelitian dan pengujian penggunaan peralatan,
mesin-mesin, pesawat uap pesawat angket dan angkut, bahan-
bahan berbahaya dalam proses produksi dalam rangka penerbitan
rekomendasi (izin)

m. Melaksanakan proses dalam penerbitan izin penggunaan peralatan
produksi yang dibutuhkan perusahaan dan izin operator yang
dibutuhkan karyawan perusahaan.

n. Melaksanakan pemeriksaan berkala, pemeriksaan ulang terhadap
alat-alat, mesin-mesin, pesawat uap, pesawat angkat dan angkut,
instalasi dan bahan berbahaya di perusahaan.

o. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran seksi
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan
capaian pelaksana kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja kepada kepala bidang
pengawasan dan ketenagakerjaan secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban.

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan
perundang-undangan.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan urusan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Rincian tugas pokok seksi penegakan hukum ketenagakerjaan :
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Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi
penegakan hukum ketenagakerjaan berdasarkan tugas dan fungsi
dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas
pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas.

Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurna hasil
kerja.

Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis pedoman dan petunjuk, teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan seksi penegakan hukum
ketenagakerjaan  secara  rutin  maupun  berkala  untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang
tugas pokok seksi penegakan hukum ketenagakerjaan secara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang

pengawasan dan ketenagakerjaan tentang langkah-langkah atau
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tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas dan pokok seksi
penegakan hukum ketenagakerjaan berdasarkan disposisi atasan
agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kegiatan sesuai dengan bidang tugas pokok
pada seksi bidang hukum ketenagakerjaan.

Mengevaluasi hasil kegiatan pert ahun, anggaran seksi penegakan
hukum ketenagakerjaan berdasarkan capaian pelaksana kegiatan
sebagai bahan penyempurnaannya.

Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan permasalahan

hukum ketenagakerjaan.

. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan seksi penegakan

hukum ketenagakerjaan kepada kepala bidang pengawasan dan
ketenagakerjaan secara periodik sebagai bahan
pertanggungjawaban.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan®
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4.1.3 Gambaran Umum UPT Pengawas Wilayah 1

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau , UPT Pengawas Wilayah | berkedudukan di Pekanbaru dengan
wilayah kerja meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten
Rokan Hulu. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau pada Februari
2019berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berjumlah
3.295.969 juta orang, sedankan angkatan kerja untuk Kota Pekanbaru, Kabupaten
Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Di UPT Pengawasan Wilayah I Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Pekanbaru Tahun 2019

! Jenis Kelamin
No Angkatan Kerja T Perempuan Jumlah
1. | Bekerja 292.439 175.116 467.555
2. | Pengangguran Terbuka 26.708 19.008 45.716
Total 319.147 194.124 513.271

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019, BPS Provinsi Riau, 2019

Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja Di UPT Pengawasan Wilayah | Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Kampar Tahun 2019

. Jenis Kelamin
No Angkatan Kerja L aki-Laki Perempuan Jumlah
1. | Bekerja 229.014 99.146 328.160
2. | Pengangguran Terbuka 13.081 7.605 20.686
Total 242.095 106.751 348.846

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019, BPS Provinsi Riau, 2019

Tabel 4.3 Jumlah Angkatan Kerja Di UPT Pengawasan Wilayah | Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2019
No Angkatan Kerja - Jen_|s Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. | Bekerja 176.687 85.578 262.265
2. | Pengangguran Terbuka 10.330 6.922 17.252
Total 187.017 92.500 279.517

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2019, BPS Provinsi Riau, 2019
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Sehingga jumlah angkatan kerja untuk 3 kabupaten/kota yang berada di
lingkup UPT Pengawas Wilayah I, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar,
dan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja Di UPT Pengawasan Wilayah I Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2019

Jenis Kelamin
No Angkatan Kerja Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. | Bekerja 698.140 359.840 1.057.980
2. | Pengangguran Terbuka 50.119 33.53% 83.654
Total 748.259 393.375 1.141.634

Sumber: UPT Pengawas Wilayah 1 Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang
Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Provinsi Riau struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis

Pengawasan Wilayah | sebagai berikut:

Kepala UPT Pengawas Wilayah |

Kepala Subbagian Tata
Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tentang
Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau

Gambar 4.1 Bagan Organisasi UPT Pengawas Wilayah |
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4.2  Pembahasan
4.2.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya di UPT Pengawasan Wilayah | Dalam
hal pelaksanaan fungsi pengawasan bila dilihat dari konsep implementasi
kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengatakan
implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel:

(1) Standar dan Tujuan

(2) Sumber daya

(3) Karakteristik organisasi pelaksana

(4) Sikap para pelaksana / Disposisi

(5) Komunikasi antar organisasi

(6) Ekonomi, sosial dan politik,

dianalisis melalui indikator berikut ini:

4.2.1.1 Standar dan tujuan kebijakan

Dalam melaksanakan tugas pokok ataupun fungsi pada sebuah instansi
seperti Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Wilayah | Provinsi Riau, sebuah
peraturan ataupun kebijakan menjadi tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan atau
program tersebut, seperti yang di katakan oleh Van Meter dan Van Horn®

mengemukakan untuk mengukur Kinerja implementasi kebijakan tentunya

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana

% \an Meter dan Va Horn dalam (Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah,
Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister lImu-ilmu Sosial pada Institut limu
Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.)
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kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat
ketepatan standar dan sasaran tersebut.

Untuk mengetahui standar dan tujuan kebijakan Pelaksanaan fungsi
pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau khususnya di UPT Pengawasan Wilayah | tersebut berdasarkan wawancara
penulis dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi
Riau di mana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya di Unit Pelaksana Teknis
Pengawasan Wilayah | menurut saya Pada saat ini implementasi dan
fungsi pengawasan ketenagakerjaan sudah baik, di mana seluruh
pengaduan terhadap hukum ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan
baik oleh pengawas ketenagakerjaan dan juga terhadap pelaksanaan
pengawasan  berdasarkan  rencana  kerja  pegawai  pengawas
ketenagakerjaan yang  disesuaikan  dengan  Peraturan  menteri
ketenagakerjaan nomor. 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan
ketenagakerjaan. Bukan hanya itu pelaksanaan pengawasan khususnya di
Unit Pelaksana Teknis Wilayah | dilaksanakan dengan kegiatan
Pembinaan, Pengujian hingga penindakan melalui tahapan penyidikan
menjadi hal Wajib bagi pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya’®®

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan berdasarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 33
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengawas Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya di Unit Pelaksana Teknis

Pengawasan Wilayah | menurut saya sudah Sesuai dengan peraturan

perundang - undangan di antaranya Undang-Undang nomor. 3 tahun 1951
tentang Pengawasan perburuhan, Undang-Undang. Nomor. 1 tahun 1970

86 Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si tanggal 17
November 2020.
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tentang keselamatan kerja, Undang-Undang nomor. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan turunannya maka kegiatan
Pembinaan, Pengujian hingga penindakan melalui tahapan penyidikan
menjadi hal Wajib bagi pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya,
implementasi dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan sudah baik, di mana
seluruh pengaduan terhadap hukum ketenagakerjaan dapat diselesaikan
dengan baik oleh pengawas ketenagakerjaan dan juga terhadap
pelaksanaan pengawasan.”’

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas Wilayah | di mana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya di Unit Pelaksana Teknis
Pengawasan Wilayah | menurut saya sudah Baik, karena pengawas
ketenagakerjaan mempunyai skunder opresional prosedur dan dituangkan
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 dan juga
peraturan menteri ketenagakerjaan no 1 tahun 2020 tentang tata cara
pengawasan ketenaga kerjaan serta tidak ada interupsi pimpinan selama ini
terkait pengawas ketenagakerjaan menjalankan tugasnya, singkatnya
pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana teknis
Pengawas Wilayah | sebagai berikut (pertama) Pembinaan dialakukan dan
tahapan pengawas membuat rencana kerja berpedoman pada rencana kerja
dibidang terhadap perusahaan yang diduga masih belum menerapkan
peraturan ketenagakerjaan dengan baik (kedua) Pemeriksaan dilakukan
terhadap perusahaan terkait laporan/pengaduan dapat juga di pemeriksaan
tegélfait objek K3 (peralatan k3) seperti surat keterangan penggaguran PAA

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Pelaksanaan fungsi
pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau khususnya di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | dilakukan
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku mulai dari Undang-undang perburuhan
dan sampai ke Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga pelaksanaan

pengawasan tersebut juga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Di

87 Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi
SH,MH tanggal 17 November 2020

68 Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan Pengawasan.. Bapak Ridha Dedi Saputra, SE,
MM tanggal 17 November 2020
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mana hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari fungsi
pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | memiliki dasar dan standar dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang mengatakan Kinerja
implementasi kebijakan®® dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan
tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level
pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis),

maka akan sulit direalisasikan.

4.2.1.2 Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya
terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap
tahap pelaksanaan ataupun implementasi pengawasan menuntut adanya sumber
daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan
yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan
waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Sebagaimana yang di kemukakan Van Meter dan Van Horn” menegaskan bahwa
. “Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan
komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri

%9 Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model VVan Meter Van Horn: The Policy.
" van Meter dan Va Horn dalam (Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai
Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.)
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atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan ( implementasi)
suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam
implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya

implementasi kebijakan “.

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Saat ini memang untuk Sumber Daya Manusia pada Pengawas
Ketenagakerjaan di Provinsi Riau sangat minim sekali apalagi pelaksanaan
di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | yang melakukan
pengawasan di 3 kabupaten kota, tentu ini sangat minim dengan anggota
pengawas yang hanya berjumlah 10 orang sedangkan perusahaan yang
harus diawasi ribuan banyaknya. Dan berdasarkan peraturan menteri
ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 pengawas itu idealnya mengawasi 5
perusahaan untuk 1 pengawas dalam waktu 1 bulan, maka ini menjadi
tantangan serta evaluasi bagi kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Riau.”"

Hal ini selaras dengan Wawancara penulis dengan Kepala Bidang
Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau
mengatakan:

“(pertama) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | Provinsi
Riau Sumber Daya Manusia yang dimiliki secara kompetensi dan jumlah
belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan karena jumlah
perusahaan pekerja dan kasus cukup banyak (kedua) Secara prasarana
untuk menunjang pengawasan pun belum cukup memadai baik berupa
kendaraan operasional ke lapangan maupun alat kerja dan alat tulis kantor
yang masih kurang, sekarang perlu di tambah agar fungsi pengawasan bisa
optimal (ketiga) Anggaran pun masih jauh dari cukup dalam menunjang
Kinerja pengawasan apalagi setelah musibah pandemic covid 19, anggaran
yang ada akhirnya di relokasikan untuk mengatasi kasus pandemic tersebut
padahal kasus ketenagakerjaan meningkat sejak pandemic covid 19 .»"?

™ Wawancara terkait Sumber Daya Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si tanggal 17 November
2020.
72 \Wawancara terkait Sumber Daya Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi SH,MH tanggal 17

November 2020
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas, dan juga Kepala
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | dikatakan bahwa sumber daya
manusia dari Unit Pelaksana Teknis Pengawas Wilayah | masih kurang mulai dari
kompetensi dan juga kuantitas dari tenaga pengawas tersebut, bahkan Kepala UPT
Pengawas Wilayah | mengatakan bahwa sumber daya selaian manusia juga belum
cukup, seperti anggaran dan sarana prasarananya. Selanjutnya untuk melihat
keselarasan pada indikator sumber daya penulis melakukan wawancara dengan
Pengawas Ketenagakerjaan Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah | dimana

beliau mengatakan:

“Anggaran dan sarana prasarana pada Pengawas Ketenagakerjaan
sangat minim sekali, artinya tidak sebanding dengan beban yang
dikerjakan dan penanganan kasus yang ada, dimana Dana yang sangat
terbatas itu sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Apalagi ditahun tahaun 2020 ini pelaksanaan pengawasan dilaksanakan
saling individual dengan cara memanggil mengargumenkan pemeliharaan,
hal ini disebakan belum tersedianya dana yang melengkapi contoh
dilaksanakan pengawasan sesuai ketentuan,.”"

Sedangkan pertanyaan yang sama menurut Kasi Penegakan Hukum Teknis
Pengawas Wilayah dimana beliau mengatakan:

“Sangat minim dan kasus ketenagakerjaan yang sangat banyak dari
itu tersebut sangat minim dan terbatas, Dari segi anggaran untuk tahun
2020 ini sangat minim sekali terlebih pandemic covid anggaran tidak ada
sama sekali terkait covid juga masih kurang, karena kurangnya perawatan
banyak yang tidak dapat dioperasikan serta masih banyak yang rusak.”’
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa sumber daya manusia

dari segi kuantitas ataupun jumlah masih belum cukup untuk menampung semua

" Wawancara terkait Sumber Daya Pengawasan. Bapak Armunanda SH tanggal 17 November
2020
™ Wawancara terkait Sumber Daya Pengawasan. Bapak Syafrizal SE.MH tanggal 17 November
2020
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laporan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | di mana kita
ketahui berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa satu wilayah UPT
memegang kendali atas 3 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan hal ini
tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada di lapangan
itu sendiri. Berikutnya pada sumber daya selain manusia seperti anggaran dan
juga sarana dan prasarana masih sangat memprihatinkan di mana dari wawancara
penulis dengan informan mengatakan bahwa sebelum pandemi covid 19 anggaran

untuk operasional pengawas saja tidak memadali, apalagi pada saat pandemi ini.

4.2.1.3 Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal
ini penting karena kinerja pelaksana pengawasan akan sangat dipengaruhi oleh
ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan
dengan konteks pengawasan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada
beberapa peraturan dituntut pelaksana pengawasan yang ketat dan disiplin. Pada
konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu,
cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen
pelaksana pengawasan. Untuk mengetahui karakteristik organisasi Pelaksanaan
fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau khususnya di UPT Pengawasan Wilayah | tersebut berdasarkan
wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:
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“Sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dimana
pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku,
baik dari sisi waktu pengawasan maupun dari sisi pembinaan.”"

Hal ini selaras dengan hasil Wawancara penulis dengan Kepala Bidang
Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau
mengatakan:

“Pembagian kerja di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah |
sudah cukup baik, meski terus diperbaiki dan mendekati ideal dengan
Standar Operasional Prosedur. Setiap pengawas diberikan tugas

pembinaan dan penanganan kasus di perusahaan meskipun ada sedikit
timpangan beban kerja diantara pengawas tersebut.”’®

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Pembagian kerja di Unit
Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | sudah dilakukan dengan cukup baik dan
di perbaiki menghampiri pelaksanaan ideal serta sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas
penulis melakukan wawancara dengan Kasi Penegakan Hukum Teknis Pengawas
Wilayah dimana beliau mengatakan:

“Sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya bagian
pengaduan oleh admin dan juga ada bagaikan pemeriksaan oleh pengawas
dana juga bagian pengurus dan penyelidikan oleh PPNS sesuai dengan
tugas masing masing .”

Berdasarkan wawancara dari informan di atas dapat diartikan bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah |

dalam kategori karakteristik organisasi pelaksana sudah melakukan pembagian

kerja dan menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam hal pelaksanaannya.

> \Wawancara terkait Karakteristik Organisasi Pelaksana Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si
tanggal 17 November 2020.
"® Wawancara terkait Karakteristik Organisasi Pelaksana Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi

SH,MH tanggal 17 November 2020
" Wawancara terkait Karakteristik Organisasi Pelaksana Pengawasan. Bapak Syafrizal SE.MH
tanggal 17 November 2020
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4.2.1.4 Sikap para pelaksana/Disposisi

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn: “sikap penerimaan atau
penolakan dari agen pelaksana pengawasan sangat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan atau implementasi. Hal ini sangat mungkin terjadi
karena pengawasan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat
yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi
kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil
keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan
atau permasalahan yang harus diselesaikan”. "

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan
dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan
organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van
Horn™ menjelaskan disposisi bahwa  implementasi/pelaksanaan  diawali
penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana
(implementors) dalam batas mana peraturan itu dilaksanakan. Terdapat tiga
macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya
untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan
(cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding)
terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau

menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap

kebijakan.

78 Opcit Van Metter Van Horn (dalam Agustino 2008)
79 H
Ibid
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Untuk melihat hal tersebut penulis melakukan wawancara Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau di mana beliau
mengatakan:

“sikap para pelaksana/disposisi para pengawas yang melaksanakan
fungsi pengawasan menurut saya sudah cukup baik, hal ini berdasarkan
bahwa seluruh pengawas sudah dididik dengan pendidikan dan pelatihan
(diklat) pengawasan dasar selama 4 bulan, dan untuk spesialis dididik
dengan pendidikan dan pelatihan selama 2 bulan serta penyidik dididik
dengan pendidikan dan pelatihan selama 2 bulan oleh karena itu untuk
kompetensi sudah memenuhi syarat dan ketentuan.”*

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Kepala Bidang Pengawas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Secara umum sikap para pelaksana/disposisi menurut saya sudah
cukup baik di mana Seluruh pengawas sudah dididik dengan pendidikan
dan pelatihan (diklat) pengawasan dasar, spesialis, serta penyidik namun
menurut pendapat saya dari sisi kompetensi perlu adanya beberapa
perbaikan
a. Uji kompentasi tiap pengawas
b. Membuat laporan secara rutin untuk standar kerja
c. Perbaikan formasi peta jabatan dan perubahan SOP.”®
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa sikap para pengawas

yang melaksanakan fungsi pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan
Wilayah 1 berdasarkan indikator pendidikan dikatakan bahwa sikap para
pelaksana sudah cukup baik dikarenakan latar belakang pendidikan para pelaksana
dan juga pendidikan dan pelatahan yang di dapatkan oleh pengawas tersebut.

Akan tetapi berdasarkan wawancara penulis dengan informan di atas menyatakan

bahwa kompetensi dari pengawas masih memerlukan perbaikan.

8 \Wawancara terkait Sikap Para pelaksana Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si tanggal 17
November 2020.
81 Wawancara terkait Sikap Para pelaksana Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi SH,MH

tanggal 17 November 2020
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4.2.1.5 Komunikasi antar organisasi

Dalam suatu organisasi pemerintahan di daerah seperti Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, komunikasi sering merupakan proses yang
sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau
dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering
mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber
komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent)
terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan
interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat
pelaksana pengawasan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk
melaksanakan suatu pengambilan keputusan secara intensif.

Dengan demikian, prospek pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif,
sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana pengawasan secara
akurat dan konsisten (accuracy and consistency)®> Di samping itu, koordinasi
merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian
sebaliknya.

Untuk mengetahui komunikasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
tersebut berdasarkan wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

8 Opcit Van Meter dan Va Horn dalam (Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai
Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.)
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“Komunikasi yang kita bentuk sangat baik, sesuai dengan
jenjangnya juga dan saya langsung mengontrol segala sesuatu terhadap
pelaksanaan pengawasan.”

Hal ini selaras dengan hasil wawancara Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas Wilayah | di mana beliau mengatakan:
“Bentuk dari komunikasi yang kami lakukan di dalam Unit Pelaksana
Teknis Pengawasan Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi riau ada beberapa tahap yaitu
A. Secara kelembagaan rutin melaksanakan rapat

B. Menerima atau memanggil pengawas untuk hal atau sebuah kasus
C. Berdiskusi sesuai waktu dibutuhkan mengenai kerja.”®*

Untuk mendapatkan hasil yang berbeda penulis melakukan wawancara
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah |

di mana beliau mengatakan:

“(Pertama) Komunikasi wajib yang dilakukan oleh pegawai pengawas
terhadap serikat pekerja jika ada suatu perusahaan bisa melalui
menghubungi  handphone. Dan yang (kedua) Komunikasi terhadap
perusahaan juga harus sama halnya dengan di atas karena perusahaan juga
bisa menjadi objek pemeriksaan pengawas.”®
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa para pelaksana

pengawasan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah |
melakukan komunikasi dengan baik, komunikasi tersebut dalam bentuk internal
atau di dalam organisasi, maupun komunikasi dengan pihak luar dalam hal ini

pengawas yang melakukan pengawasan dan melakukan bentuk komunikasi

dengan pihak serikat buruh maupun perusahaan.

8 \Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si tanggal 17
November 2020.

8 Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan.. Bapak Ridha Dedi Saputra, SE,
MM tanggal 17 November 2020

8 Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan. Bapak H. Kabul SS tanggal 17

November 2020
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4.2.1.6 Ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja pelaksanaan
fungsi pengawasan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan pengawasan tersebut. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang
tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja pelaksanaan
fungsi pengawasan. Karena itu, upaya pelaksanaan fungsi pengawasan
mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi sosial dan politik dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan penulis melakukan wawancara Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Kondisi ekonomi sosial dan politik menurut saya tidak
berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, pada tahun

2019 kondisi yang 3 di atas tidak menjadi maslah yang berarti di mana

pada tahun tersebut kondisi ekonomi masih stabil, sosial yang sedikit

memanas karena pada saat tahun 2019 masa pemilihan presiden, akan

tetapi tidak membawa dampak negatif bagi pelaksana pengawasan di

lapangan.”®®

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Kepala Bidang Pengawas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Secara  umum kondisi sosial, ekonomi dan politik tidak
berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagai contoh
pelaksanaan pengawasan oleh pengawas pada saat pemilihan presiden
pada tahun 2019 yang lalu, ini tidak menjadi suatu kendala bagi pelaksana
pengawasan di lapangan.”®

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa kondisi politik yang

terjadi di tahun 2019 tidak banyak mempengaruhi pelaksanaan fungsi

8 \Wawancara terkait Ekonomi Sosial dan Politik Pengawasan. Bapak H. Jonli, M.Si tanggal 17
November 2020.
8 Wawancara terkait Ekonomi Sosial dan Politik Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi

SH,MH tanggal 17 November 2020
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pengawasan. Hal ini berbeda dari penjelasan di atas yaitu kondisi ekonomi dan

sosial masyarakat sangat berdampak bagi pelaksanaan fungsi pengawasan, hal ini

terlinat dari wawancara penulis dengan Pengawas Ketenagakerjaan Unit

Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah | di mana beliau mengatakan:

“Secara umum kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat
berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagai contoh
pelaksanaan pengawasan oleh pengawas pada saat pandemi ini di tahun
2020, dimana para pengawas tidak bisa pergi ke lokasi karena kabupaten
yang di tuju atau desa yang di tuju pada awal-awal pandemi, melakukan
lock dwon, hal inilah yang menjadi rentetan kondisi yang semakin
memburuk, akibat dari pandemi ekonomi terganggu dan akhirnya banyak
pekerja atau buruh yang di PHK, maka menurut saya kondisi sosial
ekonomi dan politik sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi
pengawasan.”®
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa kondisi ekonomi dan

sosial sangat mempengaruhi jalannya fungsi pengawasan di mana pada tahun

2020 musibah pandemi covid 19 atau bencana non alam yang terjadi di Indonesia

dan Dunia, memperngaruhi ekonomi dan sosial, di mana ekonomi dan sosial ini

berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan di tahun 2020.

4.2.2 Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT
Pengawas Wilayah | Tahun 2019
Pelaksanaan fungsi pengawasan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan

dan mempunyai manfaat positif pihak yang terkait dalam pengawasan tersebut

baik serikat buruh maupun perusahaan dan bahkan pemerintah itu sendiri.

Sehingga apabila perbuatan organisasi mereka tidak sesuai dengan keinginan yang

8 \Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan Pengawasan. Bapak Maksum, Sos tanggal 17
November 2020
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telah di sepakati dalam hal ini pemerintah atau negara, maka suatu pelaksanaan
fungsi pengawasan tidaklah efektif. Model ini mengungkapkan bahwa
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari Keputusan politik, dan kinerja
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :

Standar dan Tujuan

Sumber daya

Karakteristik organisasi pelaksana
Sikap para pelaksana / Disposisi
Komunikasi antar organisasi
Ekonomi, sosial dan politik

o U B~ Do

Beberapa faktor di atas penulis jadikan sebagai indikator dalam melihat
faktor penghambat dari Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT Pengawas Wilayah | Tahun

2019, di mana penjabarannya sebagai berikut :

4.2.2.1 Standar dan Tujuan

Menurut Bagong® implementasi / pelaksanaan dari sebuah peraturan akan
gagal karena masih adanya ketidakjelasan dalam peraturan tersebut, maksudnya
apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan
prioritas, atau program-program peraturan terlalu umum atau sama sekali tidak
ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari peraturan yang akan

dilaksanakan.

¥ Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress. Hal
144-145
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Untuk mengetahui indikator di atas  dalam melaksanakan fungsi
pengawasan penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengawas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana beliau mengatakan:

“Peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan oleh pengawas Unit pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah |
menurut saya sudah sangat jelas dan terperinci, di mana peraturan yang
ada memuat semua tugas pokok dan fungsi dari pengawasan tersebut.”*

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa peraturan yang menjadi

dasar kinerja para pengawas sudah cukup baik baik itu undang-undang, peraturan

menteri peraturan gubernur dan lain sebagainya .

4.2.2.2 Sumber Daya
Pelaksanaan fungsi pengawasan akan sangat sulit apabila pada para
pelaksananya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan
tersebut.”> Untuk mengetahui dukungan yang ada di dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | maka penulis
mewawancarai Pengawas Ketenagakerjaan Unit Pelaksanaan Teknis Pengawas
Wilayah I di mana beliau mengatakan:
“sumber daya yang ada di lingkungan Unit Pelaksana teknis
Pengawasan Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Riau
ini sangat minim, apalagi pada bidang pengawasan, di mana jumlah
pengawas sangat tidak relevan dengan jumlah perusahaan dan jumlah
pengaduan atau laporan yang masuk kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi maupun Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah 1.

Dimana dari jumlah pengawas yang ada di UPT | hanya berjumlah 7
orang, ini tidak berbanding lurus dengan 3 kabupaten kota yang harus

% \Wawancara terkait standar dan tujuan kebijakan Pengawasan.. Bapak Drs. Imron Rosyadi
SH,MH tanggal 17 November 2020
%1 Opcit Bambang Sunggono
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kami awasi, di mana kabupaten kota tersebut adalah Kota Pekanbaru,
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.”%

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan Pengawas Ketenagakerjaan Unit
Pelaksanaan Teknis Pengawas Wilayah | lainnya di mana beliau mengatakan:
“pukan hanya sumber daya manusianya saja yang menjadi
kekurangan kami dalam hal pengawasan, akan tetapi anggaran yang di
anggarkan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Riau, juga menjadi faktor utama pelaksanaan di
lapangan terganggu, faktanya untuk berangkat ke lokasi pengaduan yang
dilaporkan kelompok serikat buruh misalnya kami harus mengeluarkan
uang pribadi dulu untuk berangkat ke lokasi. Apalagi sarana dan prasarana
juga sangat minim.”*?
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa sumber daya manusia,
anggaran dan juga fasilitas pendukung dalam melakukan pelaksanaan fungsi

pengawasan di wilayah I, masih banyaknya maslah yang dihadapi oleh pengawas

dalam melaksanakan tugasnya dari indikator sumber daya.

4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Penyebab gagalnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga ditentukan aspek
pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan. Dalam
hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.
Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila
pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian
4

tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas®

Untuk mengetahui pembagian potensi yang ada di dalam pelaksanaan fungsi

%2 Wawancara terkait Sumber daya Pengawasan. Bapak Ir. Zulkartin tanggal 17 November 2020
% Wawancara terkait Sumber daya Pengawasan. Bapak M. Faisal SE tanggal 17 November 2020
% Opcit Bambang Sunggono
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pengawasan maka penulis mewawancarai Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Pengawas Wilayah | di mana beliau mengatakan:
“Pembagian tugas yang dilakukan di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Pengawasan Wilayah | sudah sangat tepat dan baik, karena kami
mempunyai standar operasional Prosedur, di mana bentuknya dari
pembagian tersebut adalah adanya bagian-bagian dari ketatausahaan di
lingkungan UPT Wilayah 1 tersebut.”*®
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pembagian potensi yang

dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah | sudah sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur yang ada.

4.2.2.4 Sikap Para Pelaksana / Disposisi
Untuk mendapatkan pandangan yang berbeda pada indikator ini penulis
melakukan wawancara dengan serikat buruh Ketua Umum DPP Serikat Buruh

Riau Mandiri — SBRM di mana beliau mengatakan :

“Sikap pelaksana pengawasan yang melaksanakan kegiatan
pengawasan menunjukkan sikap dan etika baik, dan setiap menjalankan

kegiatan pengawasan tetap menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT)”.”%

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada pihak perusahaan di mana
beliau mengatakan:
“Sikap dari pelaksana pengawas sangat baik dan ramah layaknya

memberikan pelayanan. Bersikap sangat baik dalam pengawasan dan
pembinaan pada perusahaan lain”.”®’

% \Wawancara terkait Sikap Para Pelaksana Pengawasan. Bapak Ridha Dedi Saputra, SE, MM
tanggal 17 November 2020

% \Wawancara terkait Sikap Para Pelaksana Pengawasan. Bapak Herman Zai tanggal 17 November
2020

7 Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan. Ibuk Endang tanggal 17
November 2020
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Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa sikap para pelaksana
yang melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah | sudah cukup baik, hal ini
berdasarkan dari jawaban informan yang ada di mana informan tersebut adalah

para serikat buruh dan pihak perusahaan.

4.2.2.5 Komunikasi antar Organisasi

Pelaksanaan fungsi pengawasan mengasumsikan bahwa para pemegang
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru
tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Untuk mengetahui komunikasi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut
penulis melakukan wawancara dengan serikat buruh Ketua Umum DPP Serikat

Buruh Riau Mandiri — SBRM di mana beliau mengatakan :

“Bentuk komunikasi pengawas untuk menindaklanjuti laporan yang
diterima bersifat bersahaja dan sangat tegas, selalu mendahulukan
komunikasi persuasif untuk memberikan pembinaan dan edukasi.
Berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku saat ini tentang
pengawasan ketenagakerjaan pegawai pengawas tidak mengalami kendala
dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun Pegawai Pengawas
mengalami kendala ketika sampai pada tahap penindakan dan penegakan
hukum, sebab; undang-undang belum mengatur untuk memberi
kewenangan sepenuhnya pada pengawas atau pada Dinas Tenaga Kerja
untuk menjatuhkan sanksi hukum (eksekusi) terhadap pihak-pihak yang
terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  dalam  hubungan
ketenagakerjaan.”®

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada pihak perusahaan di mana

beliau mengatakan:

% \Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan. Bapak Herman Zai tanggal 17
November 2020
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“Komunikasi dengan pengaawas cukup baik dan semua
permasalahan dan permasalahan di tanggapi dengan baik.”%

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dari indikator
komunikasi baik dari pihak pengawas maupun kelompok buruh dan juga

perusahaan sudah berjalan cukup baik.

4.2.2.6 Ekonomi Sosial dan Politik
Namun hal yang berbeda penulis temukan saat penulis melakukan
wawancara dengan serikat buruh Ketua Umum DPP Serikat Buruh Riau Mandiri

— SBRM di mana beliau mengatakan :

“kondisi sosial ekonomi politik sangat mempengaruhi keberadaan kami
selaku buruh. Misalkan kondisi politik yang tidak stabil seperti terjadinya
perubahan peraturan oleh pemerintah di mana peraturan tersebut memiliki
dampak yang buruk bagi kami para pekerja maka secara otomatis akan
berpengaruh kepada intensitas laporan yang masuk kepada Dinas Tenaga
Kerja.”loo
Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pengaruh politik sangat

berdampak bagi para buruh yang bekerja di perusahaan di mana pengaruh politik
tersebut tertuang di dalam pembuatan Undang-Undang ataupun Peraturan yang
menurut kelompok buruh tidak diuntungkan dalam hal ini, maka jumlah laporan
yang masuk kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau otomatis
akan bertambah, sehingga kinerja pengawas dalam melaksanakan fungsi

pengawasan khususnya di Unit Pelaksana teknis Pengawasan Wilayah | akan

bertambah.

% \Wawancara terkait Komunikasi antar Organisasi Pengawasan. Ibuk Endang tanggal 17
November 2020
100 \wawancara terkait Ekonomis Sosial dan Politik Pengawasan. Bapak Herman Zai tanggal 17
November 2020



113

4.2.2.7 Problem Solving

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT
Pengawas Wilayah | Tahun 2019, di uraian sebelumnya, penulis menawarkan
beberapa solusi.

1. Menurut penulis ada beberapa indikator yang sangat menghambat dari
pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut yaitu indikator sumber daya
dan juga ekonomi, sosial dan politik di mana indikator ini berdasarkan
konsep teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Untuk sumber
daya itu yang di mana sub indikator dari sumber daya adalah Manusia,
Anggaran dan Fasilitas. Kekurangan sumber daya di atas sangat
mempengaruhi hasil dari Kinerja pengawas maka dari itu Pemerintah
Daerah harus menambah kuantitas dari pengawas yang ada di UPT
wilayah I dengan mengukur jangkauan wilayah kerja dari pengawas
tersebut. Dan juga ketika kuantitas ditambah maka kinerja akan bisa di
optimalkan seoptimal mungkin.

2. Menurut penulis ketika ekonomi sosial dan politik mempengaruhi dan
menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan di UPT Wilayah | maka
pengawas seharusnya lebih pro aktif untuk melakukan komunikasi
baik secara langsung maupun jarak jauh baik dari pihak serikat buruh
maupun pihak perusahaan dan bahkan dari pihak Dinas Tenaga Kerja

yang diwakili oleh pengawas itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian baik secara teoritis maupun uraian yang
dilakukan oleh penulis terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Studi UPT Pengawas Wilayah |
Tahun 2019 :
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau khususnya pada Unit Pelaksana Teknis
Pengawas Wilayah | pada Tahun 2019 berjalan cukup baik walaupun
masih terdapat kekurangan. Di mana indikator cukup baik itu terlihat
teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu standar dan
tujuan kebijakan yang ada cukup jelas dan menyeluruh dimulai dari
Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan
seterusnya. Indikator yang lain di mana penulis mengatakan bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan adalah komunikasi yang dilakukan
oleh pihak pengawas dengan pihak yang di awasi seperti kelompok
serikat buruh dan juga pihak perusahaan dari hasil penelitian penulis
menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pengawas
sangatlah bagus. Dan juga pada hal yang cukup baik ini terlihat dari
pembagian kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawas

Wilayah | cukup baik.
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2. Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya
pada Unit Pelaksana Teknis Pengawas Wilayah | pada Tahun 2019
sesuai dengan indikator dari teori yang penulis gunakan seperti
sumber daya yang masih sangat minim, hal ini diakui langsung oleh
pelaksana pengawas di lapangan, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengawas Wilayah | dan bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau, di mana sumber daya ini menjadi
permasalahan yang mengakar di tubuh organisasi karena di latar
belakangi oleh anggaran dan dana yang sangat terbatas. Dan indikator
terakhir yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan fungsi
pengawasan di Wilayah | adalah kondisi ekonomi sosial dan politik, di
mana ketika kondisi politik yang memanas diakibatkan pengesahan
Undang-Undang yang merugikan kelompok buruh, maka kinerja dari

pengawas akan bertambah.

5.2  Saran
Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan fungsi
pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya
pada Unit Pelaksana Teknis Pengawas Wilayah | pada Tahun 2019 ada beberapa
saran yang penulis rangkum seperti di bawabh ini:
1. Untuk pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Riau dari
segi anggaran dana yang harus di perhatikan lagi adalah dana untuk

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di mana dengan
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diperhatikannya fungsi pengawas maka akan menjadi keuntungan
berbalik ke pemerintah daerah dalam hal penerimaan pajak oleh
perusahaan .

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau khususnya
Unit Pelaksana Teknis Pengawas Wilayah | agar lebih meningkatkan
kinerja di dalam tubuh organisasi maupun di luar dengan memperkuat

komunikasi yang lebih baik lagi.
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